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MOTTO 

 

“Minta tolonglah kepada Allah SWT dengan  sabar dan shalat, Dan 

sesungguhnya shalat itu berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusuk”. 

(Q.S. Al Baqarah ayat 45). 

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S. Al Anfal ayat 46 ) 

“ Kegagalan yang menyebabkan tersipu, lebih mulia dari pada keberhasilan yang 

membuat sombong”. 

“Sesungguhnya hasil tidak akan pernah menghianati usaha”. 

“Yakin Usaha Sampai” 

“Berlomba-lombalah dal am Kebaikan” 
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ABSTRAK 

Partai Politik yang berstatus badan hukum sebenarnya mempunyai dua 

peranan yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat, dalam Undang-

Undang Partai Politik, Partai Politik hanya berperan sebagai badan hukum 

publik dilihat dari segi kewajiban dan tanggung jawabnya sedangkan dalam hal 

privat partai politik dapat dikatakan tidak menjalankan peran sebagai badan 

hukum privat yang dimana partai politik sebagai badan hukum mempunyai dua 

peranan yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat.  Berangkat dari hal 

tersebut, muncul pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini pertama, 

bagaimana hak dan tanggung jawab partai politik dengan statusnya sebagai 

badan hukum di dalam peraturan perundang-undangan (di Indonesia). Kedua, 

bagaimana konsep ideal tanggung jawab partai politik yang statusnya sebagai 

badan hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data 

yang diperoleh dari penelitian buku-buku, peraturan-peraturan, serta mengkaji 

karya ilmiah dan jurnal, yakni dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa partai politik mempunyai dua peranan sebagai badan hukum publik dan 

badan hukum privat sehingga harus menjalankan kedua peran tersebut baik 

dalam peran dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban. Konsep ideal dari 

partai politik sebagai badan hukum adalah dapat melakukan hak dan tanggung 

jawabnya sebagai badan hukum publik maupun badan hukum privat. Partai 

politik yang mempunyai peranan sebagai badan hukum privat tidak dapat 

terpisah memiliki sifat mempunyai harta kekayaan sendiri, oleh karena itu proses 

pembubaran dan penyelesaiannya terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki 

oleh partai politik. 

 

Kata Kunci: Partai Politik, Badan Hukum Publik, Badan Hukum Privat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.       Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah penyandang hak dan kewajiban, yang dalam istilah hukum 

disebut subjek hukum. Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, 

karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum 

dapat mempunyai hak dan kewajiban, yaitu badan hukum. 
1
 

Badan hukum dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum 

privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 

hukum publik atau yang menyangkut kepentikan publik atau orang banyak atau 

negara umumnya.
2
 Sedangkan yang dimaksud badan hukum privat adalah sebagai 

badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang 

menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum 

yang seperti itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu 

untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga, dan lain-lainnya, menurut 

hukum yang berlaku sah. 
3
 

Meskipun badan hukum terbagi menjadi badan hukum yang publik dan 

badan hukum privat, tetap saja pengelompokan itu tidak bersifat mutlak. bahkan 

secara lebih konkrit, sebenarnya, tidak terlalu banyak relevansinya membedakan 

                                                             
1
 Chidir Ali, Badan Hukum, Ed. 1 Cet -5,  P.T. Alumni,  Bandung, 2014, hlm 4. 

2
 C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Badan Hukum, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 10-13.  
3
 Ibid, hlm 13. 
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kedua jenis badan hukum itu apakah badan hukum publik atau badan hukum 

perdata. Baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata sama-sama 

dapat bertindak dan bergerak dalam lalu lintas hukum perdata ataupun hukum 

publik secara bersamaan atau stimulan.
4
  Misalnya organisasi keagamaan seperti 

halnya Muhammadiyah yang berbentuk perkumpulan (vereeniging) yang memang 

dimaksudkan untuk mengembangkan  kegiatan bidang pendidikan dan dakwah, 

tentu sebagai badan hukum yang bersifat publik. akan tetapi, dalam lalu lintas 

hukum perdata, perkumpulan Muhammadiyah juga menyandang hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban di lapangan hukum perdata.
5
  

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, 

didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang 

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada 

anggotanya. Muhamadiyah telah mendapatkan pengakuan dan legalitas sebagai 

badan hukum. Legalitas atas muhammadiyah sebagai badan hukum diberikan oleh 

pemerintah melalui Government BESLUIT tertanggal 22 Agustus tahun 1914 No. 

81.  

 Contoh lainnya adalah partai politik. Partai politik sebagai sebuah 

organisasi politik berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik, namun Undang – Undang ini tidak memberikan kewajiban kepada sayap 

partai politik tersebut untuk didaftarkan kepada Mentri Hukum dan HAM. Hal ini 

tentu melahirkan problematika, namun tidak menjadi satu hal yang serius jika 

                                                             
4
 Jimly Asshididiqie, Kemerdekaan berserikat, Pembubaran Partai Politik dan    

Mahkamah Konstitutional,  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,  

Jakarta,  2006,  hlm. 79-80. 
5
  Ibid. hlm 81. 
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sayap partai politik itu dtegaskan keberadaannya, apakah bagian dari ormas atau 

ada dalam bagian partai politik. Dalam hal partai politik sebagai badan hukum, 

jelas apabila bersinggungan dengan masalah hukum, akan besar kemungkinan 

partai politik itu sendiri akan terseret dalam persoalan hukum. Partai politik 

didirikan untuk tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan 

bersifat perdata. tetapi sebagai badan hukum. Partai politik itu dapat saja terlibat 

dalam lalu lintas hukum perdata, seperti mendapatkan hak atas tanah dan 

bangunan kantor, mengadakan jual-beli benda-benda bergerak seperti kendaraan 

bermotor, alat-alat tulis kantor dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut bersifat 

perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat 

bertindak sebagi subjek hukum yang sah. Sebaliknya, badan hukum privat atau 

perdata juga dapat menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat 

publik dalam lalu lintas hukum publik.
6
 

Partai politik dalam negara demokrasi memegang peran yang strategis, 

karena partai politik yang menciptakan sistem demokrasi.
7
 Selain itu, peran 

penting dari partai politik membentuk struktur sistem pemerintahan yang dianut 

oleh suatu negara juga untuk membentuk sistem formasi dan kontelasi politik di 

parlemen.  

Partai politik sebagai wadah pengendali atau pengawas bagi pemerintahan 

dengan baik sesuai dengan harapan rakyat. Pentingnya peran partai politik dalam 

mengawal pemerintahan yang baik menjadikan keberadaannya sangat 

diperhitungkan dalam membangun negara bersama masyarakat sebagai bentuk 

                                                             
6  Ibid. hlm 85. 
7
 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,  Ed.1 Cet-5, PT. Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2013, hlm. 401. 
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usaha mencapai kontrol pemerintahan serta menciptakan kebijakan yang baik 

sesuai kepentingan masyarakat.
8
  

Partai politik juga memainkan peran penghubung yang sangat strategis 

antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan banyak yang 

berpendapat partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Karena itu, 

partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat 

pelembagaannya ( the degree of institutionalization ) dalam setiap sistem politik 

yang demokratis.
9
 

Pentingnya partai politik sebagai perwujudan dari demokrasi maka partai 

politik merupakan salah satu lembaga yang diakui perannya oleh negara sehingga 

dibuatlah undang-undang tentang partai politik yang memuat segala peraturan 

untuk partai politik. Di dalam undang-undang tersebut berisi bagaimana bentuk 

dari partai politik, bagaimana tata cara pendiriannya, alasan pembubarannya, dan 

segala macam hal yang menyangkut dari partai politik. 

Di Indonesia undang-undang partai politik telah terjadi beberapa kali 

perubahan, antara lain:  

11. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat 

dan penyederhanaan Partai-Partai. 

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, 

pengawasan, dan pembubaran partai-partai. 

13. Undang-Undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik tentang 

partai politik dan golongan karya 

                                                             
8 Hasannudin, M, Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, “Partai dan Pendidikan Politik”, Makalah, 

2013, hlm 4-5. 
9
  Jimly Asshididiqie, Kemerdekaan berserikat...., Op.,Cit.  hlm. 52. 
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14. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1975 tentang partai politik dan 

golongan karya 

15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik 

16. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik  

17. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik 

18. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
10

 

Partai politik dianggap wadah atau tempat yang sangat penting   sebagai  

asosiasi warga negara dalam mewujudkan demokrasi, maka dalam Undang-

Undang wujud dan status partai politik sebagai badan hukum (rechtpersoon). 

Akan tetapi, sebagai badan hukum,  partai politik tidak dapat beranggotakan 

badan hukum yang lain. Sedangkan badan hukum yang lain seperti Perseroan 

Terbatas, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero 

dan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Persero boleh memiliki dan 

dimilik oleh badan hukum lain.   

Partai politik pula sebagai badan hukum mempunyai syarat tertentu untuk 

pembentukannya, syarat-syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam pasal dua 

dan pasal tiga Undang-Undang Partai Politik, sebagai berikut :  

Pasal 2 

                                                             
10

 Wikipedia Indonesia, Sejarah Partai Politik Di Indonesia, 2019, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Politik_di _Indonesia. Diakses pada tanggal 12 November 

2019. 
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1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) 

orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) 

tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. 

a. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh 

paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh 

pendiri Partai Politik dengan akta notaris.  

b.  Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai 

anggota Partai Politik lain.  

2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan 

perempuan.  

3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan 

Partai Politik tingkat pusat.  

4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling 

sedikit:  

a. asas dan ciri Partai Politik;  

b.  visi dan misi Partai Politik;  

c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;  

d. tujuan dan fungsi Partai Politik;  

e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;  

f. kepengurusan Partai Politik; 

g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan 

politik;  

h. sistem kaderisasi;  

i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;  

j. peraturan dan keputusan Partai Politik;  

k. pendidikan politik;  

l. keuangan Partai Politik; dan m. mekanisme penyelesaian 

perselisihan internal Partai Politik. 

5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh per 

seratus) keterwakilan perempuan.”
11

 

Pasal 3 

1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan 

hukum.  

2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Partai Politik harus mempunyai:  

a. akta notaris pendirian Partai Politik; 

b.  nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, 

                                                             
11

 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008  tentang Partai politik. 
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lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh 

Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

c.  kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh 

puluh lima per seratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi 

yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) 

dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; .  

d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 

sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan  

e. rekening atas nama Partai Politik.”
12

 

Partai Politik sebagai salah satu badan hukum yang diakui oleh negara, 

sangat penting dalam kedudukan partai politik itu sebagai subjek dalam lalu lintas 

hukum. Maka kaitannya dengan Ilmu hukum, subjek hukum (legal Subject) itu 

yaitu penyandang hak kewajiban dalam setiap hubungan-hubungan hukum.  Lalu 

sebagai subjek hukum yang berstatus badan hukum partai politik juga mengatur 

keuangan milik partai politik itu sendiri. Yang dimana dalam Undang-Undang 

Partai Politik dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik, Keuangan 

Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai 

dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang 

dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.  Jadi dengan begitu partai 

politik juga memiliki harta kekayaannya tersendiri dan terpisah dari anggotanya. 

Dan itu sebagai dari ciri-ciri badan hukum yaitu memiliki kekayaan terpisah yang 

dimiliki oleh badan hukum itu sendiri. Keuangan partai politik bersumber dari 

iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari 
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 Pasal 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah
13

. 

Partai Politik yang berstatus badan hukum seharusnya dapat melakukan 

hubungan hukum dengan subjek hukum lain. Meskipun partai politik dapat 

dikatakan sebagai badan hukum publik tetapi jika kita menganut teori badan 

hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek 

hukum, serta dapat melakukan hubungan hukum berupa kegiatan publik maupun 

privat.  

Statusnya sebagai badan hukum partai politik dapat melakukan hal-hal 

privat  yang dilakukan oleh badan hukum lainnya yaitu PT, Yayasan, Koperasi 

seperti melakukan perjanjian utang piutang.  Maka dari itu, partai politik yang 

berstatus badan hukum dapat dipailitkan seperti badan hukum lainnya. Karena 

dari badan hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban serta mempunyai harta 

kekayaan sendiri yang dalam partai politik disebut keuangan partai politik.  

Partai politik yang statusnya sebagai badan hukum, selalu berkaitan dengan 

pembubaran atau likuidasi. Partai  politik sebagai badan hukum juga dapat 

membubarkan dan menggabungkan diri kepada partai politik lainnya sebagaimana 

diatur dalam Pasal 41 sampai 45 Undang-Undang tentang Partai Politik. Dimana 

partai politik bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, 

menggabungkan diri dengan partai lain atau dibubarkan oleh Mahkamah 

Konstitusi.  
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 Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
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Adapun partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila 

partai politik melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Partai 

Politik yang menyatakan, partai politik dilarang menganut dan mengembangkan 

serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme. Dan 

apabila mempunyai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik 

yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. Tetapi tidak ada ada pasal yang menyebutkan bahwa partai 

politik dapat dibubarkan karena terjadi pailit pada partai politik. Berkaitan dengan 

stasusnya sebagai badan hukum partai politik seharusnya dikenakan 

pertanggungjawaban perdata secara khusus, contohnya partai politik dapat 

dibubarkan apabila terjadi pailit dan dapat dimohonkan pailitnya kepada 

pengadilan.  

 Partai politik yang dipailitkan ada konsekuensi dengan status keuangan 

partai politik yang mana harta kekayaan partai politik sebagai harta kekayaan 

terpisah yang dimiliki oleh partai politik itu sendiri. Konsekuensi tersebut 

berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan dan selama pemberesan harta 

kekayaan itu apabila terjadi pailit dan dibubarkan harta tersebut harus dibawah 

wewenang kurator sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Tetapi dalam 

Undang-Undang Partai politik tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa partai 

politik dapat dipailitkan padahal badan hukum lainnya dapat dipailitkan dan 
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tunduk pada Undang-Undang  kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran 

utang. 

Hal ini lah yang kemudian menjadi pernyataan krusial terkait diskursus 

pemikiran bahwa dapatkah partai politik yang statusnya sebagai badan hukum 

dapat dikenai sanksi keperdataan, contohnya dapat dibubarkan apabila terjadi 

paililit dan dimohonkan pailit ke Pengadilan Negeri.  

Penjelasan di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa adanya 

permasalahan baik secara teoritis maupun kajian yuridis normatifnya dengan 

statusnya partai politik sebagai badan hukum. Kajian ini semakin diperberat ketika 

melihat pada kondisi dan karakteristik partai politik sebagai bentuk korporasi. 

Keberadaan partai politik yang masih diperdebatkan kedudukannya sebagai 

korporasi menambah bagaimana seharusnya partai politik dikenakan sanksi 

keperdataan. 

Dibutuhkannya sebuah kajian mengenai status partai politik sebagai badan 

hukum, tidak terdapatnya peraturan-peraturan mengenai partai politik dapat 

dibubarkan apabila terjadi pailit dan dapat dibubarkannya partai politik apabila 

partai politik itu dinyatakan pailit serta merumuskan mekanisme pemberesan harta 

kekayaan partai politik apabila dilikuidasi merupakan urgensi dilakukannya 

penulisan penelitian dengan judul “Implikasi Status Hukum Partai Politik Sebagai 

Entitas Badan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia”, sehingga terdapat 

pengaturan terperinci tentang partai politik yang statusnya sebagai badan hukum 

dalam ranah Keperdataan. 
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Seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, bahwa partai politik pun 

dapat menimbulkan masalah baik dari hukum privat maupun hukum publik. 

Pembagian antara badan hukum publik dan privat secara kategoris memang 

relevan dalam kaidah keperdataan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi dalam 

kehidupan sehari – hari tidak berdasar dari pembagian tersebut. Buktinya, terdapat 

sebuah badan hukum privat yang melakukan tindakan – tindakan hukum. 

begitupun sebaliknya, sda pula badan hukum publik yang melakukan tindakan-

tindakan keperdataan. Lebih konkret lagi, pemerintah yang pada dasarnya 

berkedudukan sebagai organ pemerintahan (bestuurorgan), juga berkedudukan 

sebagai badan hukum (rechtspersoon). Dalam pada itu, tindakan pemerintahan 

selalu atas dan atau dengan nama pemerintah ketika melakukan tindakan atau 

perbuatan hukum baik dari segi publik maupun privat. Kenyataan dalam 

kehidupan sehari-hari menunjukan bahwa dewasa ini tidak mudah untuk 

mengualifikasikan suatu badan hukum, apakah suatu badan hukum itu adalah 

badan hukum publik atau privat dari segi konseptual.
14

  

Jika dilihat dari uraian diatas P.N.H Simanjuntak dan C.S.T Kansil 

memasukan Partai Politik sebagai badan hukum privat, padahal dalam 

kenyataannya Partai politik lebih cenderung bergerak dalam bidang publik, yakni 

dengan tujuan merebut kekuasaan negara. Dari sinilah problematika itu muncul. 

Bahwa, badan hukum yang kegiatannya dikenal dengan melakukan kegiatan 

hukum privat,kenyataannya dapat pula melakukan kegiatan hukum publk, bahkan 
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 A. Sakti Ramdhon Syah R, “Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, hlm. 4. 
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masuk pada ranah ketatanegaraan. Dimana partai politik dapat digunakan sebagai 

wadah oleh oknum tertentu untuk menguasai kekuasaan Negara. 
15

 

Kenyataan ini pada akhirnya membuat konsep antara badan hukum publik 

dan privat tidak lagi cukup hanya dengan berdasarkan pengertian-pengertian 

primer tentang badan hukum. Menurut Soenawar Soekowati, badan hukum yang 

didirikan dengan konstruksi hukum publik, belum tentu merupakan badan hukum 

publik dan juga belum tentu mempunyai wewenang publik. Sebaliknya juga, 

badan hukum yang didirikan oleh orang-orang swasta, namun dalam stelsel 

hukum tertentu badan tersebut mempunyai kewenangan publik. Badan hukum 

yang berkedok hukum publik, begitupun sebaliknya. Hal ini seperti inilah yang 

dapat menimbulkan problematika hukum terkait dengan partai politik.
16

 

Selayaknya badan hukum lainnya, partai politik sebagai badan hukum pun 

dapat dibubarkan. Bahkan pembubaran partai politik sudah diatur sejak orde lama, 

orde baru, hingga reformasi. Bubarnya partai politik berarti eksistensi dari partai 

politik tersebut pun berakhir. Bubarnya partai politik dapat disebabkan oleh 3 hal, 

yaitu pertama, dibubarkan atas kemauan atau keputusan sendiri, kedua, 

menggabungkan dirinya dengan partai politik lain dan ketiga, dibubarkan 

berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan yang didasarkan pada otoritas 

negara. Saat ini lembaga yang memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah 

partai politik adalah Mahkamah Konstitusi.
17

  

                                                             
15 Ibid. 
16

 Ibid. hal 5. 
17 Ibid. 
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Tidak luput juga bahwa Partai Politik memiliki harta kekayaan sebagaimana 

badan hukum yang lain. Sumber penerimaan partai politik diperoleh melalui, 

pertama,  berasal dari internal partai seperti iuran dan sumbangan dari kader 

partai.  Kedua, yaitu dapat diperoleh melalui APBN dan APBD. Ketiga, dari 

masyarakat umum baik secara individu maupun organisasi sosial atau badan usaha 

swasta. 
18

 

Mengenai pembubaran partai politik, jika melihat alasan pertama dan kedua, 

sepertinya hampir tidak ada harapan partai politik melakukan hal tersebut, 

walaupun yang demikian sebenarnya dimungkinkan. Untuk alasan yang ketiga, 

dibubarkan berdasarkan oleh putusan pengadilan dalam hal ini lembaga yang 

berwenang adalah MK maka hal inilah yang paling memungkinkan untuk terjadi. 

Namun dalam pembubaran yang dilakukan oleh MK partai ada kriteria yang 

apabila hal tersebut ada dalam sebuah partai politik maka sanksinya adalah 

pembubaran partai. Sanksi pembubaran partai tersebut dituang dalam Pasal 48 

ayat (7) UU No. 2/2008 yang menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi 

pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.” Sedangkan bunyi Pasal 

yang dimaksud adalah “Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan 

serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.”  

Ketika partai politik tersebut bubar, timbul pertanyaan bagaimana status 

harta yang dimiliki oleh partai politik tersebut akan dikemanakan ? kekayaan yang 

                                                             
18 Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto, “Pendanaan Partai Politik di Indonesia: 

Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi”, Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan 

Korupsi, Vol 4 No 1 Edisi Juni 2018, hlm. 277. 
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dimiliki oleh partai politik tersebut tentu tidak dibagi-bagi kepada seluruh anggota 

partai atau bahkan hanya para petingginya saja. Kekayaan yang dimiliki oleh 

partai politik, ketika dibubarkan kekayaan tersebut akan diambil alih oleh negara 

(Lihat Pasal 10 ayat (2) PMK 12 Tahun 2008). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas yang berkaitan 

dengan status Partai politik sebagai Badan Hukum. Berkenaan dengan itu, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hak dan tanggung jawab partai politik dengan statusnya 

sebagai badan hukum di dalam peraturan perundang-undangan (di 

Indonesia)? 

2. Bagaimana konsep ideal tanggung jawab partai politik yang statusnya 

sebagai badan hukum di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitain ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis penerapan hak dan tanggung jawab dari partai politik 

sebagai badan hukum (di Indonesia). 

2. Menganalisis dan merumuskan konsep ideal tanggung jawab partai 

politik sebagai badan hukum dalam sistem hukum di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut: 

14 



 

 

1) Secara teoriti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tentang 

penerapan hak dan tanggung jawab partai politik sebagai badan 

hukum (di Indonesia). 

2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai bahan rekomendasi bagi para pihak yang terkait dengan 

konsep tanggung jawab bagi partai politik sebagai badan hukum. 

E. Kerangka Teori 

Penelitian ini secara umum menggunakan 2 (dua) teori dalam menjawab 

permasalahan-permasalahan yang tergambar dalam uraian latar belakang masalah 

dan rumusan masalah di atau. Kedua teori tersebut digunakan dengan sistematis 

sebagai bagian dari pisau analisa dalam penelitian untuk menjawab permasalahan-

permasalahan diatas. Teori  tersebut merupakan teori konsep badan hukum, 

konsep partai politik dan konsep Sistem Hukum di Indonesia. 

1. Konsep Badan Hukum 

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang 

dikemukakan oleh para ahli:
19

   

a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (rechtpersoon), yaitu badan 

yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung 

hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap 

pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan 

manusia. 

b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu 

badan atau perkumpulanyang dapat memiliki hak-hak dan 

melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki 

kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. 

                                                             
19 Chidir Ali, Op.,Cit. hlm 18-19. 
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c. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum 

(rechtpersoon)  ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, 

hak serta kewajiban seperti orang pribadi. 

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum belanda yaitu 

rechtspersoon. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang 

menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan 

istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum, awak hukum dan 

pribadi hukum dan sebagainya.
20

 

Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah: “Kumpulan 

orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, 

yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan 

untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan.
21

 

Pada Dasarnya suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai 

suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang 

perseorangan yang bertindak. 

b. Adanya suatu tujuan tertentu. 

c. Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang 

d. Adanya suatu organisasi yang teratur. 

Badan  hukum  ini  mulai  berlaku  sebagai  subjek  hukum  sejak  

badan hukum  itu  disahkan  oleh  undang-undang  dan berakhir  saat  

dinyatakan  bubar atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.  

                                                             
20

 Ibid. hlm 14. 
21

 Sri Soedewi Masjchoen, Badan Hukum Pribadi,  Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 

Yogyakarta. hlm 29. 

16 



 

 

Ada  syarat-syarat  agar  suatu  perkumpulan  ,badan  atau  badan  usaha 

itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum.
22

 

Sehingga dikatakan  adanya  badan hukum  itu  tergantung  pada  syarat  

mana  yang  telah dipenuhi oleh perkumpulan,badan ataupun badan usaha 

tersebut dan ini dapat dikaji  dari  sumber  hukum  yang  formal, yaitu  ada  

kemungkinan  bahwa:  1) telah  dipenuhi  syarat  yang  diminta  oleh  

perundang-undangan,atau  2) telah dipenuhi    syarat    yang    diminta    

oleh    hukum    kebiasaan,    atau    3)  yurisprudensi, atau 4) doktrin. 

Ada beberapa pendapat dan teori mengenai badan hukum adalah teori 

fiksi, teori organ, teori harta kekayaan bertujuan, teori harta karena jabatan, 

teori kekayaan bersama dan teori kekayaan yuridis. 

Badan Hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu badan Hukum Publik 

dan Badan Hukum Privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang 

didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara yang dimana 

badan-badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan diatur dalam 

peraturanperundang-undangan. Sedangkan Badan hukum privat/badan 

hukum keperdataan adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan 

individu. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang 

didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan seusai menurut 

hukum yang berlaku secara sah.
23

  

2. Konsep Partai Politik  

                                                             
22 Chidir Ali, Op.,Cit. hlm 79. 
23 P.N.H Simanjuntak,  Hukum Perdata Indonesia,  Kencana, Jakarta, 2015. hlm  28. 
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Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem 

demokrasi pada seluruh negara manapun didunia.
24

 Karena  partai politik 

dalam negara demokrasi memegang peran yang strategis dan sangat penting 

dalam mewujudkan sistem demokrasi. Sesuai dengan pengertian partai yang 

berasal dari bahasa latin pars atau bahasa inggris part memiliki makna 

bahwa bagian atau golongan. Pemaknaan tersebut merujuk pada sebuah 

golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan 

tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan.
25

 

Adapun yang dimaksud dengan kata politik dapat dilihat dari terjemahan 

bahasa arab, yakni Siyasah yang kemudian diterjemahkan menjadi kata 

siasat dan didalam bahasa inggris disebut politics.
26

 Seperti yang 

disampaikan Miriam Budiarjo, bahwa politik adalah usaha untuk 

menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat 

dengan tujuan membawa ke arah kehiduan yang baik. Usaha tersebut adalah 

bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang 

menyangkut proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan 

melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.
27

 Sedangkan unsur-unsur pokok dalam 

politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan 

pembagian atau alokasi.
28

 Harus adanya negara untuk menjalankan politik. 

                                                             
24

 Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di 

Indonesia:Teori Konsep dan Isu Strategis, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 7. 
25

 Ibid. hlm 9. 
26

 Inu Kencana Syafii, Sistem Politik Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm 4. 
27

 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, 

hal 15. 
28

 Ibid. hal 16-17. 
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Lalu politik erat kaitannya dengan kekuasaan, pengambilan putusan, 

kebijakan dan pembagian atau alokasi.  

Eksistensi partai politik merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan 

politik modern yang demokratis.
29

 Karakteristik yang mendasar dari partai 

politik yang membedakan dari perkumpulan lainnya dapat dilihat dalam 

perkataan Austin Ranney bahwa political parties are a special kind of 

political groups dengan karakteristik sebagai berikut:
30

 

a. They are groups of people to whom labels “replubican”, communist, 

liberal, and so on are generally applied by both themselves and others; 

b. Some of the people are organized that is, they diliberately act togther 

to achieve party goals; 

c. The larger society recogrizes as legitimate the right of parties to 

organized and promote their causes; 

d. In some of their goal promoting activities parties work through the 

mechanism of representative government; 

e. A key activity of parties in thus selecting cadidates for elective public 

office. 

 

Karakteristik yang ada pada partai politik diatas menjadi gambaran, 

arti, peran dan fungsi strategis partai politik dalam sebuah sistem 

ketatanegaraan negara. Partai politik mempunyai status dan peranan yang 

sangat penting dalam setiap sistem demokrasi.
31

 Konsep organisasi partai 

politik setidak-tidaknya harus terdapat unsur organisasi partai politik resmi, 

anggota partai politik, kegiatan politik dan tujuan politik.
32

   

                                                             
29

 Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, 

Setara Press, Malang, 2013, hlm 13.  
30

 Austin Ranney, Governing: An Introduction To Political Science, Prentice Hall, New 

Jersey, 1955, hlm. 157. 
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 Jimly Asshiddiqi, “Dinamika Partai Politik dan Demokrasi”, Makalah, 2014. Hlm 1. 
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Lebih detail konsep partai politik yang dijelaskan Frank J. Sorouf 

mengemukakan konsep partai politik sebagai berikut:
33

 

a) mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan 

umum; 

b) organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok 

masyarakat (ektensif); 

c) perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya; 

d) menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai 

kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-

anggotanya. 

Konsep dan bentuk partai politik serta perkembangannya ditentukan 

secara dinamis sesuai dengan perubahan perkembangan demokrasi dan 

perubahan masyarakat dalam berpolitik. Perkembangan tersebut setidaknya 

dapat dilihat dari segi atau aspek ideologi, anggota, maupun aturan-

aturannya,
34

 dengan demikian pembahasan mengenai konsep dan bentuk 

partai politik terus berubah-ubah sesuai dengan kedinamisan zaman. 

3. Konsep Sistem Hukum di Indonesia 

    Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri 

dari bagian-bagianatau unsur-unsur yangsatu sama lain saling berhubungan 

dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut 

perlu kerja sma antarabagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut 

rencana dan pola tertentu.
35

 

Negara Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum 

sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia 

                                                             
33 Frank J Sorouf, Party Politics In America, Second Edition, Little Brown and Company, 

Boston, 1972, hlm 20.   
34
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35
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menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam 

kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil, 

sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.
36

 

a. Sistem Hukum Civil (Eropa kontinental) 

  Menurut sistem ini setiap hukum harus dikodifikasikan sebaga 

dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. prinsip utama sistem hukum 

ini ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena 

berbentuk undang-undang. kepastian hukum menjadi tujuan hukum dalam 

sistem ini karena menurut sistem ini tidak ada hukum apabila tidak ada 

peraturannya.
37

sistem hukum ini mempunyai dua penggolongan, yaitu:  

1) Bidang hukum publik. 

   Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum tentang  

kekuasaan dan wewenang negara serta hubungan masyarakat dan negara. 

Adapun yang termasuk dalam Ruang lingkup hukum publik adalah  

Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana.   

2) Bidang hukum privat 

Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur 

hubungan antara individu dengan individu lainnya. Hukum Perdata dan 

Hukum Dagan 

b. Sistem Hukum Adat  

 Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan 

penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya 

                                                             
36

 Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di 
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sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan 

berkembang seperti hidup itu sendiri.
38

 

 Hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis 

di dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang mencerminkan 

kepribadian dan jiwa bangsa. Sedangkan sifat dari hukum adat fleksibel 

dan dinamis (tidak statis). 

c. Sistem Hukum Islam 

  Sejak masuknya agama Islam ke nusantara, dapat dikatakan 

bahwa secara empiris hukum Islam merupakan hukum yang hidup (the 

living law) dalam masyarakat Indonesia.
39 Penerimaan Hukum Islam 

secara normatif dan otoritatif dimulai sejak berlakunya UUD 1945. 

Hukum Islam diakui secara konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945. 

F. Metode Penelitian 

Untuk melengkapi penulisan tesis ini agar tujuan penulisannya lebih 

terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis 

menggunakan metode penulisan antara lain : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau 

penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

                                                             
                  38  Supomo dan Djoko Sutowo, Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848, 

Djambatan, Jakarta, 1955, hlm 26. Dalam Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana 
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39

 Said Agil Husein Al Munawwar, Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia, 
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atau data sekunder.
40

 Penelitian ini dengan hanya mengolah dan 

menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah “ status 

badan hukum dari partai politik dan konsep ideal hak serta tanggung jawab 

partai politik sebagai badan hukum (di Indonesia) “. 

2. Objek Penelitian 

Implikasi status hukum partai polik sebagai badan hukum dalam 

sistem hukum Indonesia 

3. Sumber Data 

Berdasarkan jenis penelitian yang sudah ditentukan di atas, yaitu 

penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif atau mempunyai otoritas.
41

 Bahan hukum primer adalah 

bahan hukum mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar.
42

 

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan 

putusan-putusan pengadilan. Adapun dalam penelitian ini bahan 

hukum primer yang digunakan adalah : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

                                                             
40

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13-14. 

              
41

  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141. 
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  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 
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2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

3) Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 dan 

Perubahan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 

2011. 

4) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 25 Tahun 

2007. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dapat 

menginformasikan perihal sumber hukum primer, sekaligus dapat 

membantu untuk menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan 

hukum primer.
43

 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara 

lain: 

3) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian; 

4) Jurnal-jurnal hukum dan makalah-makalah hukum yang terkait 

dengan penelitian; 

5) Artikel dan berita-berita dari surat kabar dan majalah yang 

terkait dengan penelitian; 

6) Artikel dan berita-berita dari media internet yang terkait 

dengan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier 
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  Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 31. 
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Bahan Hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan mengenai terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder.
44

 Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain: 

1) Kamus Hukum 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia  

3) Black’s Law Dictionary 

4. Teknik pengumpulan data 

Mengingat bahwa penulisan tesis ini bersifat normatif, maka 

pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu 

mengumpulkan, membaca serta mengkaji Undang-Undang, Peraturan-

Peraturan, karya ilmiah, literatur, dan dokumen lainnya yang berhubungan 

dengan objek penelitian, seperti Kamus Hukum, media cetak dan media 

internet yang berhubungan dengan penelitian penulis.  

5. Metode Pendekatan  

Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

pertama, pendekatan Undang-Undang (statue approach), yaitu dengan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual 

approach), yaitu dipilih karena penelitian ini beranjak dari pandangan-

pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Menggunakan pendekatan 

Undang-Undang, dikaji untuk melihat apakah salah satu dari undang-

undang yang dipakai dalam peneletian ini bertentangan satu sama lain atau 
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  Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 

2007. hlm. 114.  
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tidak karena antara satu undang-undang dengan undang lainnya saling 

berkaitan sehingga tidak boleh saling bertentangan tetapi harus saling 

melengkapi. Menggunakan pendekatan konseptual karena penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif, hasil peneletiaanya didapatkan dari 

menganalisa pandangan-pandangan yang berkembang di ilmu hukum. 

Baik, itu dari pendapat-pendapat ahli yang tertera dalam literatur, karya-

karya ilmiah dan informasi pendapat ahli dari media certak maupun media 

Internet. 

 

6. Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif-kualitatif. Metode ini mengelompokkan dan 

menyesuaikan data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang 

didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu 

hukum. Hasil analisis data merupakan gambaran dan penjelasan sistematis 

tentang data atau informasi objek penelitian, hasil analisis data merupakan 

kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari 

penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan 

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ; 

b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; 

26
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c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis 

untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan 

nantinya. 

G. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri 

dari lima  bab, yaitu sebagai berikut : 

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua,  Tinjauan Umum. Bab ini berisi uraian terkait Teori-Teori 

Badan Hukum, Hak dan Tanggung jawab Badan Hukum, Teori-Teori Partai 

Politik. 

Bab Ketiga, Memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan 

Analisis konsep Ideal hak dan tanggung jawab Partai Politik yang statusnya 

sebagai badan hukum. 

Bab Keempat, Penutup. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan 

hasil penelitian dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang 

bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG  

BADAN HUKUM DAN PARTAI POLITIK 

 

A. Tinjauan umum tentang Badan Hukum 

1. Pengertian Badan Hukum 

Badan hukum adalah suatu badan yang memiliki hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia 

sehingga memiliki kekayaan sendiri serta dapat mengadakan hubungan 

hukum, seperti digugat dan menggugat di Pengadilan. 

Badan hukum sejatinya dibuat oleh manusia secara sengaja untuk 

membentuk suatu badan yang memiliki kewenangan, status dan kedudukan 

yang sama seperti manusia. Oleh karena itu badan ini adalah hasil rekayasa 

manusia sehingga badan ini disebut sebagai artificial person. Istilah badan 

hukum dalam bahasa asing merupakan terjemahan dari istilah rechtpersoon 

(Belanda), legal persons (Inggris) Dan persona moralis (Latin).
45

 

Menurut  Black’s Law Dictionary pengertian legal person merupakan:  

“An etity such as corporation, created by law given certain legal right an 

duties of a human being: a being, real or imaginary, who for purpose of legal 

reasoning is treated mor or less as human being”.
46

 (Yang maknanya badan 

hukum adalah seperti korporasi yang diciptakan oleh undang-undang, 
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Minn, 2004, hlm 1178. 

28 



 

 

diberikan hak dan tugas tertentu seperti seorang manusia lakukan dan 

tujuannya penalaran hukumnya diperlakukan kurang lebih seperti manusia.) 

Seorjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan mengenai 

istilah badan hukum sebagai berikut:
47

 “Dalam zadelijk lichaam menjadi 

badan hukum, lichaam itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai 

terjemahan dari zadelijk lichaam dewasa ini sinonim dengan rechtpersoon, 

maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi 

hukum” . 

Menurut para ahli hukum lainnya, badan hukum dapat diartikan 

sebagai berikut :  

a. Utrecht menjelaskan bahwa badan hukum adalah badan yang 

menurut hukum berkuasa (berwenang) yang menjadi pendukung 

hak yang tidak berjiwa atau lebih tepatnya bukan manusia.
48

 

b. Subekti memberikan pengertian badan hukum pada pokoknya 

merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki 

hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta 

memiliki kekayaan sendiri serta dapat digugat atau mengunggat di 

depan hakim.
49

 

c. Molengraff menjelaskan bahwa badan hukum pada hakikatnya 

merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersa-

sama serta didalamnya terdapat harta kekayaan yang tidak terbagi 

kesetiap anggotanya. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik 

pribadi bagi masing-masing bagiannya, tetapi juga seluruh anggota 

bersama-sama menjadi pemilik harta kekayaan secara 

keseluruhan. Sehingga setiap pribadi anggota juga merupakan 

pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum 

itu.
50

 

d. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa badan hukum adalah 

badan yang disamping manusia perseorangan yang dianggap dapat 
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bertindak dalam hukum dan perhubungan hukum terhadap orang 

lain atau badan lain serta juga mempunyai hak –hak dan 

kewajiban-kewajiban.
51

  

 

Salim Hs memberikan pengertian badan hukum adalah kumpulan 

orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta 

kekayaan, serta hak dan kewajiban.
52

  Selaras dengan penjelasan Sri Soedewi 

Masjchoen yang berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-

orang yang bertujuan bersama-sama mendirikan suatu badan yang berwujud 

himpunan serta yang memiliki harta kekayaan untuk tujuan tertentu.
53

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur 

badan hukum, adalah sebagai berikut : 

1. Mempunyai perkumpulan  

2. Mempunyai tujuan tertentu  

3. Mempunyai harta kekayaan 

4. Mempunyai hak dan kewajiban 

5. Mempunyai hak digugat dan Menggugat 

 

Adapun suatu badan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila 

suatu badan tersebut mempunyai atribut yang ditetapkan oleh Undang-

Undang. Ada beberapa syarat agar suatu badan dapat disebut badan hukum 

terkait dengan sumber hukum khususnya sumber hukum formal
54

, yaitu:  

a. Syarat berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Peraturan per 

Undang-undangan. 

b. Syarat berdasarkan pada yurisprudensi dan hukum kebiasaan. 

c. Syarat berdasarkan doktri  atau menurut pendapat para ahli 

hukum. 

                                                             
51
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Syarat berdasarkan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan ada 

dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
55

, yaitu: 

a. Dinyatakan secara eksplisit bahwa suatu oraganisasi adalah 

merupakan badan hukum. 

b. Tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi dengan peraturan 

sedemikian rupa bahwa badan tersebut adalah badan hukum. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari peratura bahwa 

badan tersebut merupakan badan hukum. 

Menurut hukum kebiasaan dan yurisprudensi suatu badan dapat 

dikatakan sebagai badan hukum apabila terdapat pemisahan kekayaan, 

mempunyai suatu tujuan tertentu, dan ada penunjukan suatu organisasi 

tertentu. Syarat dari yurisprudensi dan hukum kebiasaan baru digunakan 

apabila tidak ada dalam Undang-Undang, karena hukum kebiasaan dan 

yurisprudensi juga merupakan bagian dari sumber hukum formal. 

Salah satu contoh tentang penentuan badan hukum melalui 

yurisprudensi yaitu dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 124K/Sip/1973 

tanggal 27 Juni 1973 tentang kedudukan suatu yayasan sebagai badan 

hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB.
56

 Maka dari itu 

berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi suatu badan dikatakan 

sebagai badan hukum jika memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat 

formil yaitu harus didirikan dengan akta autentik sedangkan syarat 

materiilnya adalah harus ada pemisahan kekayaan, mempunyai tujuan dan 

pengurus. Tetapi setelah adanya Undang-Undang tentang Yayasan maka 
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persyaratan-persyratan tentang pengesahan dan pengumuman harus sesuai 

dengan Undang-Undang tersebut.
57

 

Berdasarkan pandangan para ahli hukum atau doktrin dapat 

menentukan syarat suatu badan menjadi badan hukum. Ada beberapa 

pandangan para ahli hukum atau doktrin yang menyebutkan syarat badan 

hukum, yaitu: 

a. Menurut Chidir Ali
58

 badan hukum sebagai subyek hukum harus 

mencakup beberapa hal berikut, yaitu: 

1) Perkumpulan orang ;  

2) Mempunyai harta kekayaan sendiri; 

3) Dapat melakukan perbuatan hukum  dalam hubungan-

hubungan hukum; 

4) Mempunyai hak dan kewajiban; 

5) Mempunyai pengurus; 

6) Dapat digugat dan menggugat di pengadilan. 

 

b. Menurut Ali Ridho
59

 syarat suatau badan menjadi badan hukum, 

yaitu: 

1) Adanya harta kekayaan yang terpisah; 

2) Mempunyai tujuan tertentu; 

3) Mempunyai kepentingan sendiri ; 

4) Adanya organisasi yang teratur. 

 

c. Menurut Soeroso
60

, badan hukum yang  ikut serta dalam pergaulan 

hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum 

adalah: 
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1) Memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya; 

2) Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan 

kewajiban anggotanya. 

 

d. H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu 

badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar 

suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi 

keharusan :
61

 

1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang 

terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri 

badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan 

dengan kekayaan pribadi para sekutu; 

2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama; 

3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut. 

 

e. Menurut Maijers, suatu badan yang dapat dikatakan sebagai badan 

hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
62

 

1) Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan 

anggotanya; 

2) Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh 

hukum; 

3) Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada 

suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang 

panjang; 

4) Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, 

yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk 

pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari 

kepentingan anggotanya. 

 

Pada akhirnya, yang menentukan apakah suatu badan tersebut 

merupakan badan hukum adalah hukum positif. Yakni hukum yang berlaku 

pada suatu negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat 
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tertentu. Sehingga suatu badan/ perhimpunan/ perkumpulan dapat dikatakan 

sebagai badan hukum harus sesuai dengan hukum positif dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh karena itu, di dalam hukum modern dewasa ini,  suatu badan,  

perhimpunan, perkumpulan, dan suatu perikatan hukum untuk dapat 

dikategorikan sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur 

persyaratan sekaligus. Kelima persyaratan tersebut ialah:
63

 

a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum lain; 

b. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan; 

c. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; 

d. Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri; 

e. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Menurut Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua 

perhimpunan atau perkumpulan dianggap sebagai badan hukum apabila diakui 

undang-undang, entah diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai 

demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan 

atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang atau kesusilaan. Jika dilihat dari isi Pasal 1653 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tiga jenis badan hukum, yaitu:
64

 

a. Badan hukum yang diadakan atau dibuat oleh kekuasaan yaitu 

pemerintah atau negara; 

b. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan yaitu pemerintah atau 

negara; 
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c. Badan hukum yang diperkenankan dan didirikan dengan tujuan tertentu 

yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan 

kesusilaan. Jadi badan hukum yang dibentuk oleh swasta dengan 

konstruksi keperdataan. 

 

2. Pendirian Badan Hukum 

Badan hukum secara umum  terbagi menjadi dua jenis yaitu badan 

hukum publik dan badan hukum privat yang dijelaskan sebagai berikut:
65

  

a. Badan hukum publik merupakan suatu badan hukum yang 

didirikan berdasarkan hukum publik, badan hukum ini merupakan 

badan negara yang dibentuk oleh kekuasaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan bergerak dalam ranah publik serta 

bertujuan menyangkut kepentingan umum dan negara. Badan 

hukum publik dijalankan oleh pemerintah atau badan yang diberi 

kewenangan tersebut. Sebagai contoh adalah: 

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Tahun 1945; 

2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten berdasarkan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

3) Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

4) Badan Usaha Milik daerah berdasarkan undang-Undang 

pemerintah Daerah. 

b. Badan Hukum Privat merupakan badan hukum yang bergerak 

dalam bidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau 

pribadi dan golongan-golongan, didirikan berdasarkan hukum 

privat atau hukum perdata. Badan hukum ini adalah badan swasta 

yang didirikan dengan tujuan tertentu seperti mencari keuntungan 

ekonomi, sosial kemasyarakatan, agama, politik, ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Dan contohnya sebagai berikut: 

1) Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01-10 

Tahun 2007; 

2) Koperasi yang peraturan pendiriannya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 perubahan atas 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian; 

3) Yayasan yang peraturan pendiriannya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tantang Yayasan; 

4) Perkumpulan Berbadan Hukum berdasarkan Staatblad 

1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan 

Berbadan Hukum  dan Buku III Bab IX Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. dan pendiriannya berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016; 

5) Partai Politik yang Peraturan Pendiriannya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik. 

 

Secara umum syarat berdirinya badan hukum yaitu adalah sebagai berikut: 

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang 

perseorangan yang bertindak.  

b. Adanya suatu tujuan tertentu  

c. Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang dan  

d. Adanya  suatu organisasi yang teratur. 

Secara khusus  pendirian badan hukum tergantung dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai jenis Badan Hukum tersebut sebagai 

contohnya : 

a. Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas yang kita ketahui saat ini dulunya bernama NV 

atau Naamloze Vennotschap merupakan salah satu badan hukum yang 

pengaturannya diatur melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua 

orang atau lebih, yang dibuat berdasarkan akta otentik yang berbahasa 

Indonesia. Orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang pribadi 
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(persoon, person), atau badan hukum. Oleh karena itu Perseroan 

Terbatas dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.
66

 

Perbuatan hukum yang berganda dapat dapat digolongkan dalam 

pendirian Perseroran Terbatas ini, sebab dalam perjanjiannya ada 

kepentingan antar para pihak satu terhadap yang lainnya dan ada yang 

memang timbal balik yang nampak pada perbuatan hukum agar 

terbentuknya sebuah korporasi.   

Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantono memberikan unsur-unsur 

suatu Perseroan Terbatas dengan menyimpulkan dari Pasal 36, 40, 42 

dan Pasal 45 KUHD, yang unsur-unsur tersebut sebagai berikut
67

 : 

1) PT mempunyai kekayaan yang terpisah dari para pemegang 

saham tujuannya agar adanya sejumlah dana yang digunakan 

sebagai jaminan bagi seluruh perikatan Perseroan 

2) Tanggung jawab bagi pemegang saham terbatas sesuai dengan 

nominal yang dimilikinya. Dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

organisasi perseroan dapat mengangkat dan memberhentikan 

Direksi bahkan Komisaris, serta dapat menentukan arah atau 

kebijakan yang akan dijalankan perusahaan, tidak luput juga 

dalam hal penetapan aturan yang belum ditetapkan dalam 

anggaran dasar. 

3) Pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) adalah satu 

kesatuan yang tanggung jawab dan tugasnya disesuaikan dengan 

anggaran dasar atau keputusan RUPS.  

Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas 

menentukan bahwa akta pendirian harus memuat anggaran dasar perseroan 

tersebut dan keterangan lain sekurang-kurangnya adalah :
68
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1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat 

tinggal dan kewarganegaraan bagi pendiri perserorangan. 

Sedangkan bagi badan hukum harus memuat nama, tempat 

kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesan 

badan hukum dari perseroan yang akan didirikan; 

2) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 

dan kewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan 

komisaris yang pertama kali diangkat; 

3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, 

rincian jumlah saham, dan nilai nominal yang telah disetor dan 

ditempatkan. 

Pasal 7 ayat 4 menjelaskan bahwa agar perseroan mendapat status 

badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum
69

 yang mana 

untuk mendapatkan status badan hukum tersebut para pendiri harus 

mengkuasakan kepada notaris.  

Pendirian Perseroran Terbatas (PT) dapat dilakukan melalui 

beberapa proses yaitu
70

 : 

1. Akta pendirian yang dibuat dimuka notaris 

2. Disahkan oleh Menteri 

3. Mendaftarkan Perseroan 

4. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara 
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Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian, maka 

dalam perjanjian tersebut dibutuhkan minimal 2 orang dalam pembentukan 

perseroan terbatas. Dengan kata lain, ketika Perseroan Terbatas didirikan 

sedikitnya terdapat dua orang sebagai pemegang saham. Namun, 

adakalanya ketika Perseroan Terbatas didirikan ada pemegang saham yang 

mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham lain yang berakibat 

tersisa satu orang sebagai pemegang saham dalam perseroan. Ketika ini 

terjadi, pemegang saham tunggal tersebut dalam jangka waktu tertentu 

harus mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.  

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ada beberapa 

wewenang eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 yaitu :  

1. Penetapan Anggaran Dasar (Pasal 15). 

2. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasar 19). 

3. Penetapan Modal Perseroan (Pasal 31). 

4. Perlindungan modal dan kekayaan perseroran (pasal 37 dan pasal 

38). 

5. Penetapan penambahan modal (pasal 41, 42 dan pasal 43). 

6. Penetapan pengurangan modal dan penetapan saham (pasal 44 dan 

pasal 48 

7. Penetapan rencana kerja, laporan tahunan, laporan keuangan dan 

penetapan penggunaan laba (Pasal 64, 66, 68, 70 dan Pasal 71). 
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8. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari 

Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 75) 

9. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris 

(Pasal 94, 96, 98, 105, 106 dan Pasal 1110. 

10. Pengalihan kekayaan Perseroan (Pasal 102). 

11. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, 

dan pemisahan (Pasal 123, 125, dan Pasal 127) 

12. Pemeriksaan terhadap perseroan (pasal 138) 

13. pembubaran, Likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum 

perseroan (Pasal 142, 143, dan Pasal 144).  

b. Koperasi 

Secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai sebuah 

perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang bahkan badan-badan, 

yang anggotanya diberikan kebebasan untuk keluar masuk berdasarkan 

peraturan yang ada serta mampu melakukan kerja sama secara 

kekeluargaan untuk menjalankan suatu usaha yang tujuannya untuk 

meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
71

  

Meningkatkan kesejahteraan para anggotanya disini merupakan 

tujuan utama dari koperasi itu sendiri yang dilakukan melalui pelayanan 
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usaha. Jika kita melihat dari tujuan koperasi, kita dapat membagi koperasi 

menjadi tiga yaitu
72

 : 

1) Koperasi produksi. Pada klasifikasi ini koperasi hanya 

berfokus pada produksi barang-barang, yang mana bahan-

bahan untuk membuat barang tersebut didapatkan dari para 

anggota koperasinya, 

2) Koperasi konsumsi. Dalam hal ini koperasi hanya bergerak 

pada pembelian barang dalam rangka memenuhi kebutuhan 

para anggotanya 

3) Koperasi kredit. Koperasi seperti ini usahanya adalah 

memberikan bantuan berupa modal usaha kepada para 

anggotanya 

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 termaktub pengakuan 

terhadap koperasi, yaitu : “Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi 

ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan 

atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah 

yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu 

perkeonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha 

kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”  

Ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan dimaknai oleh Moh. 

Hatta dapat terwujud dengan adanya koperasi sebagaimana pidatonya:  

“Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah 

dari Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid 

yang tinggal padanya hidup sebagai satu keluarga. Itu pulah hendaknya 

corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu 

sama lain harus mencerminkan orang-orang yang bersaudara, suatu 

keluarga. Rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik menjadi 

orang yang mempunyai individualitas. Infaf akan harga dirinya. Apabila ia 

insyaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat 

untuk membela kepentingan koperasinya. Individualitas lain sekali dengan 
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individualism. Individualism adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri 

dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Individualita menjadikan 

seseorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi 

koperasinya.”
73

 

Dalam pembentukan koperasi ada beberapa Langkah yang dapat 

dilakukan
74

 : 

1. Dasar Pembentukan 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan 

koperasi yaitu :
75

 

a. Orang yang mendirikan nantinya menjadi anggota koperasi 

yang mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang 

sama. Kegiatan ekonomi yang sama yaitu memiliki usaha atau 

profesi yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama 

adalah memiliki kebutuhan ekonomi yang sama 

b. Orang yang mendirikan koperasi tidak ada yang cacat 

hukum yaitu yang tidak terlibat dalam sebuah masalah atau 

orang yang melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum, dan juga orang yang terindikasi sebagai orang 

yang punya potensi untuk memecah koperasi. Para pendiri 

koperasi harus lah orang yang memiliki cakap hukum dan bisa 

melakukan Tindakan hukum. 
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c. Koperasi harus melaksanakan usahanya layak secara 

ekonomi. Layak secara ekonomi disini adalah usaha tersebut 

dapat dikelola secara efisien dan memberikan keuntungan 

dengan memperhatikan beberapa factor seperti tenaga kerja, 

modal hingga teknologi. 

d. Modal yang tersedia haruslah cukup untuk mendukung 

kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi. Walaupun 

tidak menutup kemungkinan koperasi bisa mendapatkan 

pembiayaan ataupun pinjaman dari pihak luar. 

2. Persiapan Pembentukan Koperasi 

Ada beberapa yang perlu dilakukan dalam usaha mendirikan 

koperasi : 

a. Persiapan yang matang oleh pendiri. Persiapan yang 

matang ini dapat berupa sosialisasi, penerangan atau pelatihan 

yang diberikan kepada pendiri bahkan orang yang akan menjadi 

anggota yang kemudian mendapatkan kejelasan mengenai 

perkoperasian.  

b. Pendiri merupakan orang yang hadir dalam rapat 

pembentukan koperasi yang telah memenuhi persyaratan untuk 

menjadi anggota koperasi yang disertakan dengan pernyataan 

untuk menjadi anggota. 
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c. Persiapan rapat pembentukan dengan menyiapkan anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga dan rencana awal kegiatan 

usaha. 

3. Rapat Pembentukan 

Setelah persiapan, diadakan rapat pembentukan dengan 

memperhatikan beberapa ketentuan berikut : 

a. Rapat anggota yang dihadiri minimal 20 orang untuk koperasi 

primer dan 3 orang untuk koperasi primer.  

b. Rapat pembentukan ini dipimpin oleh salah seorang pendiri atau 

kuasa pendiri. 

c. Penguasa pendiri merupakan orang pendiri yang memiliki kuasa 

sekaligus ditunjuk oleh pendiri sebagai pengurus koperasi untuk 

memproses penjualan dan perminataan serta pengesahan akta 

pendirian koperasi dan menandatangani AD koperasi.  

d. Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, pejabat 

yang menangani urusan koperasi, Pengusaha kecil dan 

menengah dapat hadir dengan tujuan membantu kelancaran 

pendirian serta memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan 

e. Dalam rapat pembentukan ini dibahas mengenai keanggotaan, 

usaha yang akan dilakukan, masalah modal, kepengurusan serta 

pengelolaan usaha dan juga ad/art 

f. Anggaran dasar setidaknya memuat aturan atau regulasi yang 

telah diatur oleh undang-undang 
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g. Rapat harus mengambil keputusan dan kesepakatn bersama 

terhadap poin c dan e untuk membuat acara arapat pembentukan 

koperasi. 

4. Fase Pengesahan. 

Dalam fase ini permohonan yang diajukan secara tertulis 

tersebut pejabat yang memiliki wewenang untuk menerima atau 

menolak permohonan tersebut harus memberikan keputusannya 

maksimal 3 bulan sejak permohonan tersebut diajukan atau 

diterima. 

Pasal 10 Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi 

menentukan bahwa Akta pendirian koperasi harus memuat anggaran dasar 

dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Koperasi, sehingga akta 

pendirian tersebut sekurang-kurangnya memuat: 
76

 

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan 

pekerjaan pendiri perseorangan bagi koperasi primer. Sedangkan  

nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan 

tanggal pengesahan badan hukum koperasi pendiri bagi koperasi 

sekunder; 

2. Susunan, nama lengka, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal 

dan pekerjaan pengawas dan pengurus yang pertama kali 

diangkat. 
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Dalam pembuatan akta pendirian koperasi, seorang pendiri dapat 

diwakilkan oileh pendirian lain berdasarkan surat kuasa. Untuk 

mendapatkan pengesahan Badan Hukum Koperasi, perlu juga diperhatikan 

beberapa hal berikut: 

1. Pengajuan Permintan Pengesahan Akta Pendirian 

Dalam pengajuan ini para pendiri mengajukan secara tertulis 

kepada pejabat yang berwernang mendirikan akta pendirian 

koperasi yaitu Dinas Koperasi.  

2. Penelitian Anggaran Dasar Koperasi.  

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran dasar 

koperasi tersebut telah memuat ketentuan sebagaimana amanat 

undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya, pun tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum serta norma kesusilaan.  

3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 

Dari hasil penelitian anggaran dasar tersebut maka pejabat yang 

berwenang mengesahkan akta pendirian tersebut dengan 

maksimal jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya permohonan 

pengajuan tersebut.  

4. Pengesahan Akta Notaris 

Pengesahan ini dapat dilakukan secara daring melalui peraturan 

Menteri koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Kelembagaan Koperasi Pasal 45. 
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c. Yayasan 

Yayasan merupakan badan hukum yang dapat digolongkan 

sebagai badan hukum privat. Secara umum yayasan merupakan 

badan hukum yang orientasinya bukan untuk mencari keuntungan 

(nirlaba). Sedangkan badan usaha adalah untuk mencari 

keuntungan.  

Ada tiga tipe yayasan. Tipe pertama adalah yayasan yang 

dalam melaksanakan kegiatannya, mengumpulkan dana dari para 

dermawan kemudian dana yang telah terkumpul tersebut 

disumbangkan kepada badan yang bergerak di kegiatan sosial 

seperti pemberian beasiswa, disumbangkan ke panti asuhan dan 

sebagainya.
77

 

Untuk tipe yang kedua adalah Yayasan yang dalam 

penyelenggaraannya langsung sebagai Lembaga sosial itu sendiri, 

seperti mendirikan Lembaga Pendidikan berupa universitas atau 

sekolah, atau mendirikan rumah sakit yang mana sekaligus 

mendapatkan kelebihan dari hasil Lembaga yang dikelola tersebut 

kemudian di investasikan kembali ke kegiatan sosial lainnya.
78

  

Tipe Yayasan yang ketiga adalah Yayasan yang mendirikan 

badan usaha berupa perseroan terbatas yang kemudian dari 

pendirian PT tersebut ditujukan untuk menjalankan bisnis dengan 
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mendirikan pabrik-pabrik, atau badan usaha lain dalam rangka 

mencari laba atau keuntungan, kemudian hasil dari keuntungan 

atau laba tersebut disumbangkan ke kegiatan sosial yang 

diselenggarkan oleh Yayasan itu sendiri atau bisa juga 

disumbangkan ke pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan 

sosial.
79

  

Dasar hukum yang berkaitan dengan pendirian yayasan 

adalah Undang- Undang  Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2004). Dalam ketentuan Pasal 9, Yayasan didirikan oleh satu orang 

atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, 

sebagai kekayaan awal. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat 

wasiat dan biaya pembuatan akta notaris ditetapkan oleh Peraturan 

Pemerintah.  

Pasal 14 Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa Akta 

pendirian Yayasan harus memuat anggaran dasar dan keterangan 

lain berkaitan dengan pendirian Yayasan, sehingga akta pendirian 

tersebut memuat:
80

   

1) Nama dan tempat kedudukan; 
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2) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud 

dan tujuan tersebut; 

3) Jangka waktu pendirian; 

4) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan 

pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda; 

5) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan; 

6) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian 

anggota pembina, pengurus, dan pengawas; 

7) Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan; 

8) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar; 

9) Penggabungan dan pembubaran yayasan; dan penggunaan 

kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan 

setelah pembubaran. 

Ada ciri pokok yang menggambarkan hubungan antara tujuan 

Yayasan yang sifatnya adalah sosial dan organisasi Yayasan 

yaitu
81

 : 

a. Para pendirinya memnetapkan tujuan dan organisasi 

Yayasan yang selanjutnya para pendiri berada diluar 

organisasi atau dengan artian lain bahwa para pendirinya 

dengan sungguh-sungguh memisahkan kekayaan mereka 

untuk kepentingan Yayasan yang telah didirikan. 

b. Tidak memiliki organisasi anggotanya 

c. Para pengurus yang ditunjuk oleh para pendiri tidak 

memiliki hak untuk melakukan perubahan terhadap tujuan 

dan organisasi Yayasan. 
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d. Perwujudan dari tujuan terutama dari modal yang 

diperuntukkan bagi tujuan tersebut, baik dri kekayaan yang 

dipisahkan maupun dari para donatur.  

Pendirian Yayasan ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

merupakan warga negara Indonesia, tetapi terdapat perbedaan persyaratan 

jika pendirian Yayasan tersebut dilakukan oleh orang asing atau bersama 

dengan orang asing, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 

Tahun 2008. 

3.    Pembubaran dan Berakhirnya Badan Hukum 

Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan 

hukum itu disahkan oleh undang-undang dan secara umum berakhir saat 

dinyatakan bubar (dinyatakan pailit) oleh pengadilan.  

Secara khusus berakhirnya badan hukum, diatur dalam Undang-

Undang yang mengatur secara berbeda tergantung dengan jenis badan hukum, 

yang contohnya: 

a. Perseroan Terbatas  

Sebuah Perseroan Terbatas (PT) tentu tidak selamanya berjalan dengan 

mulus atau baik, yang mana terdapat faktor internal dan eksternal juga. Faktor 

internal berakhirnya sebuah perseroan terbatas kadang bermula dari kondisi 

mismanagement dan fraud yang dilakukan oleh internal perseroan itu sendiri, 

baik itu karyawan hingga komisaris bahkan RUPS. Sedangkan untuk faktor 

eksternalnya itu dapat berupa suatu kondisi dimana kondisi tersebut tidak 

dapat dikendalikan lagi oleh PT, seperti kondisi perekonomian (dalam hal ini 
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makroekonomi) secara nasional ataupun secara global, atau berupa kebijakan 

pemerintah.
82

 Berakhirnya Perseroan Terbatas harus meliputi proses 

pembubaran dan likuidasi.  

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan 

Terbatas, pembubaran PT ditentukan melalui beberapa hal, yaitu:
83

 

1) Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 

2) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran 

dasar telah berakhir; 

3) Berdasarkan penetapan pengadilan; 

4) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan 

niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit 

perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; 

5) Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada 

dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang; 

6) perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 142 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas 

menyatakan bahwa setelah pembubaran perseroan karena dibubarkan oleh 

RUPS, penetapan pengadilan negeri, ataupun berdasar keputusan pengadilan 
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niaga sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang wajib diikuti oleh penunjukan likuidator atau kurator. 

Penunjukan ini bergantung pada siapa yang melakukan pembubaran 

tersebut. Sedangkan pada Pasal 142 ayat 3 Undang-Undang Perseroan 

Terbatas menentukan, dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, 

berakhirnya jangka waktu perseroan yang telah ditetapkan dalam anggaran 

dasar atau dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga 

dan RUPS tidak menunjuk likuidator maka yang menjadi likuidator adalah 

direksi. 

Proses Likuidasi Perseroan Terbatas dilaksanakan meliputi hal-hal 

tersebut:
84

 

1) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;  

2) pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara republik 

Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil 

likuidasi; 

3) pembayaran kepada kreditor; 

4) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang 

saham; dan 

5) tidakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 

pemberesan kekayaan. Yang dimaksud dengan tindakan lain 

yang perlu dilakukan dalam pemberasan kekayaan yaitu adalah 
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mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih 

besar daripada kekayaan perseroan, hali tertera dalam 

Penjelasan Pasal 149 ayat 1 huruf b Undang-Undang 

Perseroan Terbatas. 

Perseroan Terbatas pun dapat dibubarkan oleh Pengadilan atas 

dasar permohonan dari  Kejaksaan dengan aasan bahwa Perseroan 

Terbatas tersebut telah melakukan sebuah pelanggaran yang berkaitan 

dengan kepentingan umum atau perbuatan yang melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, permohonan oleh pihak yang memiliki 

kepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, 

permohonan yang diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan 

komisaris berdasarkan alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk 

dilanjutkan.  

b. Koperasi  

Pembubaran koperasi dapat diadakan apabila berdasarkan satu dari 

tiga alasan yang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Alasan tersebut berupa:
85

 

1) Keputusan rapat anggota 

2) Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan atau  

3) Keputusan Menteri. 
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 103  Undang-Undang 

Perkoperasian koperasi dapat dibubarkan apabila diajukan ke rapat 

anggota oleh pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 dari 

jumlah anggota. Jika koperasi telah diputuskan bubar dan rapat anggota 

tidak menunjuk pihak lain maka pengurus yang bertindak sebagai kuasa. 

Setelah itu, keputusan rapat anggota tersebut  harus diberitahukan secara 

tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada Menteri dan semua Kreditor.  

Dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Perkoperasian, 

koperasi yang bubar karena jangka waktunta berdirinya telah berakhir 

berdasarkan anggaran dasar koperasi tersebut terlah berakhir. Koperasi 

dapat memperpanjang waktunya tersebut atas dasar permohonan pengurus 

kepada Menteri. Permohonan dapat diajukan paling lambat sembilan puluh 

hari dari berakhirnya koperasi tersebut. keputusan menteri yang berkaitan 

dengan permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi harus 

diberikan dalam tiga puluh hari. Apabila jangka waktu 30 hari tidak 

terpenuhi maka keputusan rapat anggota tentang permohonan 

perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi tersebut dianggap sah. 

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Perkoperasian Menteri dapat 

membubarkan koperasi apabila:
86

 

1) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap ; dan/atau 
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2) Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan 

usahanya selama 2 tahun berturut-turut. 

Pasal 106 menentukan untuk proses penyelesaian harus dibentuk tim 

penyelesai, tim penyelesai untuk penyelesaian dalam hal pembubaran 

karena rapat anggota dan berakhirnya jangka waktu berdirinya koperasi 

ditunjuk oleh rapat anggota sedangkan tim penyelesai untuk penyelasaian 

karena berdasarkan keputusan pemerintah ditunjuk oleh Menteri. Selama 

proses penyelesain koperasi tetap ada dengan status “koperasi dalam 

penyelesain”. Dan koperasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan 

hukum kecuali yang berkaitan dengan proses penyelesaian. 

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi tetapi koperasi tidak mampu 

melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, maka anggota hanya 

menanggung sebatas setoran pokok, sertifikat modal koperasi dan/atau 

Modal Penyertaan yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 

Undang-Undang Perkoperasian. 

Koperasi yang dibubarkan berdasarkan keputusan pemerintah, jika 

ditemukannya tiga alasan yaitu: 1) adanya bukti bahwa koperasi sudah 

tidak lagi memenuhi ketentuan perundang-undangan; 2) kegiatan yang 

dilakukan oleh koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau 

norma kesusilaan; dan 3) harapan untuk kelangsungan hidup koperasi 

sudah tidak ada. Koperasi yang bertentangan dengan ketertiban umum 
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dan/atau kesusilaan dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan negeri, 

sedangkan untuk pembubaran karena koperasi tidak dapat diharapkan lagi 

kelangsungan hidupnya antara lain karena dinyatakan pailit.
87

 

Ketika koperasi dibubarkan, anggota koperasi menanggung kerugian 

sebatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan 

yang dimilikinya saja. Sedangkan untuk modal pinjaman koperasi dan 

anggota tidak termasuk kerugian yang ditanggung oleh anggota koperasi. 

Status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman 

pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia, hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Perkoperasian.  

c. Yayasan 

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Yayasan, Yayasan bubar karena:
88

 

1) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasarberakhir; 

2) Tujuan yayasan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar 

telah tercapai atau tidak tercapai; 

3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

berdasarkan alasan; 

a) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 

b) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan 

pailit; 

c) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi 

utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. 
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Pasal 63 Undang-Undang Yayasan menyatakan dalam hal yayasan 

bubar karena jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir atau tujuan 

yayasan telah tercapai atau tidak tercapai, maka pembina yang menunjuk 

likuidator untuk membereskan harta kekayaan. Pengurus akan bertindak 

sebagai likuidator apabila tidak ditunjuk likuidator. Yayasan tidak dapat 

melakukan perbuatan hukum kecuali untuk mebereskan kekayaanya dalam 

proses likuidasi. Semua surat keluar harus dicantumkan frasa “dalam 

likuidasi” dibelakang nama Yayasan. 

Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka 

pengadilan yang menunjuk likuidator sedangkan dalam hal pembubaran 

Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang 

kepailitan. Hal ini sebagai mana ketentuan Pasal 64 Undang-Undang 

Yayasan. 

Menurut Pasal 65 Undang-undang Yayasan, Likuidator atau kurator 

yang ditunjuk, wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses 

likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Pasal 66 

Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa likuidator atau kurator wajib 

mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa 

indonesia dalam jangka waktu paling lam tiga puluh hari terhitung dari 

berakhirnya proses likuidasi. 

Pasal 67 Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa Likuidator 

atau kurator wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina 

dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah proses likuidasi berakhir. 
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Apabila tidak dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan dan 

pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan 

tidak berlaku bagi pihak ketiga.  

Sisa kekayaan Yayasan dari hasil proses likuidasi diserahkan Yayasan 

lain yang mempunya maksud dengan tujuan Yayasan yang bubar dan 

apabila sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan dengan 

maksud dan tujuan yang sama, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan 

kepada Negara dan penggunaanya sesuai dengan maksud dan tujuan 

Yayasan yang bubar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-

Undang tentang Yayasan. 

B. Tinjauan umum tentang Partai Politik 

1. Status Badan Hukum Partai Politik 

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945).
89

 

Keberadaan Partai Politik di Indonesia tidak terlepas dari UUD 

1945 yang mengamanatkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul 

dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus 
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dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan 

berkumpul inilah kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik. 

Dasar hukum dari eksistensi partai politik di Indonesia secara 

eksplisit telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945  dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), 

Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1). Beberapa pasal diatas tersebut 

berbunyi:
90

  

Pasal 6A 

 (2) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 

sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***) 

 

Pasal 8  

(3) jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 

atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 

secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah menteri 

luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan secara 

bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puuh hari setelah itu, 

majelis permusyawaratan rakyat menyelenggarakan sidang 

untukmemilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon 

presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil 

presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa 

jabatannya.****)  

Pasal 22E 

 (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan 

rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai 

politik.***) 

Pasal 24C  

(1) mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji undang-
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undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***) 

Kebijakan yang mengatur adanya Partai Politik tidak hanya terlepas 

dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi 

banyak kebijakan yang terus berkembang terkait dengan Partai Politik atas 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagaimana pasal-pasal yang telah disebutkan diatas. Maka dari itu inilah 

beberapa konstruksi mengenai partai politik dalam peraturan perundang-

undangan:  

a. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat 

dan Penyederhanaan Kepartaian 

Dalam undang-Undang  ini, Partai politik mempunyai arti 

dasar partai yang sangat luas dan tidak terbatas pada indikator 

tertentu dari sebuah golongan rakyat, hal ini tergambar dalam 

rumusan Pasal 1 UU Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian 

sebagai berikut: 

“partai dalam penetapan presiden ini adalah organisasi golongan 

rakyat berdasarkan persamaan kehendak di dalam negara untuk 

memperjuangkan bersama-sama tercapainya tujuan rakyat yang 

tersusun dalam bentuk negara.” 

 

Penjelesan pasal 1 di atas memuat definisi dari partai sebagai 

organisasi politik dari suatu golongan dari rakyat yang sebagai alat 

demokrasi untuk memperjuangkan suatu susunan negara dan 

masyarakat yang tertentu. 
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b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 menandakan semakin 

jelas eksistensisnya Partai Politik dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Makna dari partai politik dalam Undang-

Undang ini dapat dilihat dalam Pasal 1 adalah yang dimaksud 

dengan partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh 

warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar 

persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan 

anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum. 

Sedangkan kedudukan dan bentuk partai politik juga diperjelas 

dalam Undang- undang ini. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1999 tentang Partai Politik menentukan bahwa partai politik 

merupakan badan hukum, yakni :  

Pasal 4 

(1) partai politik didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan 

pada departemen kehakiman republik indonesia. 

(3) pengesahan pendirian ppartai politik sebagai badan hukum 

diumumkan dalam berita negara republik indonesia oleh 

menteri kehakiman republik indonesia. 

 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik  

Peraturan Partai politik semakin detail dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, hal 

inilah yang kemudian menjadikan partai politik kemudian lebih 

jelas menekankan kedudukan partai politik sebagai organisasi 
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politik oleh warga negara Republik Indonesia sebagaimana 

tercantum dalam ketentuan Pasal 1, yaitu: 

Pasal 1  

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: partai politik 

adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga 

negara republik indonesia secara sukarela atas dasar persamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan 

anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan 

umum. 

 

Pada undang-undang ini selain dari ketententuan yang mengenai 

makna dari partai politik, Undang-Undang ini juga mengatur 

kententuan tentang status badan hukum dalam pendirian partai politik. 

Dalam pasal 3 ayat 2 menentukan bahwa pengesahan partai politik 

sebagai badan hukum dilakukan oleh menteri kehakiman 

selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan 

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

Dengan berkembangnya kebutuhan sesuai zaman mendorong 

perubahan mengenai ketentuan tentang partai politik, hal ini yang 

kemudian menjadi salah satu alasan disahkannya undang-undang 

tentang partai politik yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik. Eksistensi partai politik semakin 

terlihat lebih kompleks dan komprehensif, berikut halnya yang 

dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 mengenai makna partai 

politik, yaikni: 
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Pasal 1  

(1) partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara 

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 

negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila 

dan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 

1945. 

Amandemen terbaru Undang-Undang Partai politik juga 

memperkuat kedudukan status badan hukum partai politik dengan 

ditandai ketentuan pendirian partai politik yang harus dengan status 

badan hukum sebagaimana Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa Partai Politik 

harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.  

Kemudian Pasal tersebut dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik, yang juga Pasal 3 Ayat 1 adalah  Partai 

Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan 

hukum. 

2. Pendirian Partai Politik  

Ketentuan mengenai pendirian Partai Politik ada dalam Pasal 2 

sampai 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 

Dalam Pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa Partai Politik harus didirikan 

dan dibentuk paling sedikit tiga puluh orang warga negara Indonesia yang 

telah berumur 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Pasal 2 
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ayat 1 huruf a menerangkan lebih lanjut bahwa Partai Politik didaftarkan 

oleh paling sedikit lima puluh orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri 

Partai Politik dengan akta notaris. Pendiri dan pengurus Partai Politik 

dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain sebagaimana 

ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b.  

Pasal 2 ayat 2 menentukan pendirian dan pembentukan partai politik 

harus menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. 

Pendirian dan pembentukan partai politik harus dibuat dengan akta yang 

berbahasa indonesia dan dibuat oleh notaris. Pasal 2 ayat 3 menentukan 

akta notaris harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. Anggaran dasar Partai 

Politik sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 sekurang-kurangnya 

harus memuat:
91

  

a. asas dan ciri Partai Politik;  

b.  visi dan misi Partai Politik;  

c.  nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; 

       d.  tujuan dan fungsi Partai Politik;  

       e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;  

       f. kepengurusan Partai Politik;  

       g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan    

           politik;  

        h. sistem kaderisasi;  

        i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik; 

        j.  peraturan dan keputusan Partai Politik;  

        k.  pendidikan politik;  

        l.  keuangan Partai Politik; dan  

        m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik. 
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 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (4). 

64 



 

 

Pasal 2 ayat 5 menentukan bahwa Kepengurusan Partai Politik 

tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen) keterwakilan perempuan.  

Partai Politik harus didaftarkan ke Kementrian agar menjadi Badan 

Hukum, Kementrian disini adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor 34 Tahun 2017.  

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

syarat  Partai politik untuk menjadi badan hukum adalah :
92

 

a. Akta notaris pendirian Partai Politik; 

b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda 

gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik 

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan: 

c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 

75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah 

kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan 

paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah 

kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; 

d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan 

umum; dan 

e. rekening atas nama Partai Politik. 

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan 

bahwa Partai Politik disahkan sebagai Badan Hukum oleh Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum disahkan dan 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Pendirian Partai 

politik harus mengajukan permohonan. Sebagaimana Pada Pasal 2 Ayat 1 
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  

Nomor 34 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Pendirian Badan Hukum Partai 

Politik wajib didaftarkan kepada Menteri melalui permohonan. 

Permohonan ini diajukan secara elektronik melalui laman resmi yaitu 

Direktorat Jendral Adiministrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang 

merupakan milik Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

3.   Pembubaran Partai Politik 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, larangan bagi Partai 

Politik diatur dalam Bab XVI, Pasal 40. Sedangkan ketentuan pembubaran 

dan penggabungan diatur dalam Bab XVII, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, 

Pasal 44, Pasal 45. Pasal 40 mengatur ada lima jenis larangan yaitu: 

(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda 

gambar yang sama dengan:
93

 

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;  

b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah; 

c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan 

internasional; 

d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau 

organisasi terlarang; 

e. nama atau gambar seseorang; atau 

f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar 

Partai Politik lain. 

(2) Partai Politik dilarang: 

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-

undangan; atau 
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b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan 

keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(3) Partai Politik dilarang: 

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing 

sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan; 

b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa 

dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang 

jelas; 

c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau 

perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan; 

d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau 

dengan sebutan lainnya;atau 

e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik. 

(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau 

memiliki saham suatu badan usaha. 

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta 

menyebarkan ajaran atau paham komunisme/MarxismeLeninisme. 
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Apabila larangan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi 

administratif ditolaknya pendaftaran Partai Politik tersebut sebagai badan 

Hukum di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan 

pembubaran Partai Politik tersebut oleh Mahkamah Konstitusi. 

Sebagaimana yang telah ditentukan  dalam Pasal 48 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008, yaitu:
94

 

(1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar 

ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa 

pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan 

sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan 

tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 

(2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.  

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai 

Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari 

jumlah dana yang diterimanya. 
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(5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, 

pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali 

lipat dari jumlah dana yang diterimanya. 

(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan 

sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan 

sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset 

dan sahamnya disita untuk negara. 

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

Pembubaran Partai Politik dapat diadakan apabila berdasarkan satu 

dari tiga alasan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008, yaitu: 
95

 

a. membubarkan diri atas keputusan sendiri; 

b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau 

c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 42 menyatakan dalam hal Partai Politik bubar karena Keputusan 

sendiri harus dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga Partai Tersebut.  
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Jika Partai Politik bubar dengan cara menggabungkan diri dengan 

Partai Politik lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a 

dan b. Maka dilakukan dengan cara menggabungkan diri membentuk 

Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru, Hal ini 

belaku bagi Partai Politik baru hasil Penggabungan. Sedangkan tidak 

diwajibkan bagi Partai Politik menggabungkan diri dengan menggunakan 

nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik. 

Partai Politik yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi dituntut 

pembubarannya oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 68 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

menyatakan “(1) Pemohon adalah Pemerintah; (2)Pemohon wajib 

menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, 

tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang 

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”
96

.   

Ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa permohonan yang 

diajukan oleh Pemerintah dapat dinilai dari alat bukti surat yang dipakai, 

dalam hal ini adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan laporan 

kegiatan Partai Politik. Jika dari salah satu ketiganya ditemukan bukti 

adanya hal-hal yang bertentangan denga Undang-Undang Dasar, maka 
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Mahkamah Konstitusi berwenang membubarkan Partai Politik tersebut 

dengan putusan yang bersifat final and binding.
97

 

Dalam Pasal 44, setelah Partai Politik dibubarkan karena dari salah 

satu alasan yang dijalaskan pada Pasal 41, maka Pembubaran harus di 

beritahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia lalu dengan 

itu Menteri mencabut status Badan Hukum dari Partai Politik Tersebut. 

Setelah proses itu maka Pembubaran Partai Politik diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pada Pasal 45 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. 
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BAB III 

STATUS HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM 

A.  Hak dan Kewajiban Partai Politik Sebagai Badan hukum 

Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dan mengusung 

konsep kedaulatan berada ditangan rakyat dan doktrin lain yaitu demokrasi 

adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tentu demokrasi menjadi bentuk 

atau sistem dengan tujuan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh 

pemerintahan negara tersebut. Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat telah dijamin oleh konstitusi kita yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan itu merupakan hak 

asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai 

politik dapat dibagi menjadi dua golongan besar, jika partai politik tersebut 

menang dalam pemilihan umum dan memiliki kekuasaan untuk memerintah, 

maka partai politik tersebut memiliki peran untuk membuat keputusan politik, 

sedangkan partai yang tidak menang dalam pemilihan umum atau yang tidak 

mencapai mayoritas di dewan perwakilan rakyat baik itu nasional dan daerah, 

ia hanya akan memiliki peran sebagai pengontrol partai mayoritas.
98
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Berdasarkan asas dan orientasi partai politik dibedakan menjadi tiga 

tipe, yaitu partai politik yang pragmatis, partai politik yang doktriner dan partai 

politik yang memiliki kepentingan. Untuk partai politik yang pragmatis 

diartikan sebagai partai politik yang program dan kegiatannya tidak terikat 

pada suatu doktrin atau ideologi tertentu, artinya partai politik tersebut 

dipengaruhi oleh perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan yang pada 

akhirnya akan mengubah program, kegiatan bahkan penampilan dari partai itu 

sendiri. Sedangkan partai politik yang doktriner, merupakan partai politik yang 

program dan kegiatannya dilaksanakan sebagai penjabaran dari ideologi yang 

dianut oleh partai tersebut. Ideologi disini adalah nilai yang dirumuskan secara 

konkret dan sistematis yang kemudian diturunkan dalam bentuk program 

kegiatan dan pelaksanaan kegiatan tersebut diawasi secara ketat oleh aparat 

partai. Partai politik seperti ini sekalipun adanya rotasi atau pergantian 

kepemimpinan, tidak akan merubah prinsip dan program dasar partai tersebut, 

karena pada dasarnya ideologi yang dianut oleh partai seperti ini sudah 

dirumuskan secara konkret yang mana partai seperti ini tentu terorganisasikan 

secara ketat. Partai politik yang asas dan orientasinya pada kepentingan, partai 

tersebut dikelola tentu atas dasar kepentingan tertentu, misalnya atas nama 

petani, atau agama, atau bahkan lingkungan hidup yang secara langsung 

memiliki partisipasi dalam pemerintahan.
99

  

Sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara yang dilakukan secara sukarela, dan atas dasar 
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kesamaan kehendak dan cita-cita, partai politik tentu memiliki hak dan 

kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 12 dan 13 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.  

1. Hak Partai Politik 

Dalam undang-undang tentang partai politik, hak partai politik 

disebutkan sebagai berikut : 

a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; 

b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; 

c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang. Dan tanda gambar Partai 

Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  

f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

74 



 

 

g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon 

gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon 

walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan 

k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

2. Kewajiban Partai Politik 

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;  

b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;  

c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;  

d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi 

manusia;  
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e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik 

anggotanya;  

f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;  

g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;  

h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah 

sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;  

i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 

pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;  

j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan  

k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat. 

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional, yang 

didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar 

kemauan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik 

para anggotanya, masyarakat, dan bangsa dan negara, dan menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 di pasal 3 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa 

“Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.” 

Menurut pasal 1653 BW badan hukum dibedakan menjadi 3 yaitu : 
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 1. badan hukum yang diadakan oleh pemerintah atau kekuasaan 

seperti daerah tingkat I, atau daerah tingkat dua, ataupun 

perbankan yang didirikan oleh negara. 

 2. badan hukum yang dibentuk atau diakui oleh pemerintah 

seperti perkumpulan atau organisasi keagamaan atau 

sebaginya 

 3. badan hukum yang didirikan dengan maksud tertentu yang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

dan kesusilaan seperti perseroan terbatas (PT), perkapalan 

dan lain sebagainya.  

 Suatu badan hukum dapat dikatakan sebagai badan hukum publik 

atau badan hukum privat dalam hukum Indonesia ada beberapa kriteria 

seperti 
100

: 

a. jika dilihat dari pendirian atau terjadinya, badan hukum tersebut 

dilihat apakah diadakannya dengan konstruksi hukum publik 

yaitu yang didirikan oleh penguasa atau pemerintahan melalui 

undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya 

juga meliputi kriteria berikut. 

b. dilihat dari lingkungan kerjanya apakah dalam melaksanakan 

tugas badan hukum tersebut melakukan perbuatan yang 

berhubungan dengan publik atau hanya sekedar perbuatan 

hukum perdata saja, artinya jika kedudukannya sama dengan 

publik atau tidak, dan jika tidak maka badan hukum tersebut 

bukan merupakan badan hukum publik. 

c. wewenang dari badan hukum tersebut apakah diberi wewenang 

untuk mengambil keputusan, melakukan ketetapan atau 

peraturan yang mengikat public atau tidak. Jika wewenangnya 

berkaitan dengan publik atau masyarakat umum maka badan 

hukum tersebut merupakan badan hukum publik.  
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Lauddin Marsuni mengemukakan bahwa jika merujuk pada 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah 

diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka partai politik 

sebagai badan hukum privat dengan norma berikut : 

1. partai politik merupakan badan hukum privat dikarenakan partai politik 

dibentuk oleh sekelompok individu yang merupakan warga negara 

Republik Indonesia, yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan 

dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, 

serta memelihara keutahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

2. partai politik yang didirikan dengan minimal 30 orang warga negara 

Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang sudah 

menikah dari setiap provinsi.  

Partai politik dikatakan sebagai badan hukum privat dikarenakan 

pembentukan partai politik tersebut tidak dilakukan melalui regulasi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah berupa undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan presiden, peraturan Menteri ataupun peraturan 

daerah, tetapi partai politik dibentuk atau didirikan melalui akta notaris. 

Akta notaris tersebut memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

serta kepengurusan partai politiknya. Anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga partai politik tersebut merupakan peraturan dasar dan peraturan 

yang menjabarkan anggaran dasar partai politik. Keputusan Menteri 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan dalam pembentukan 

atau pendirian partai politik menjadikan partai politik sebagai badan 

hukum privat dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan sehingga 

menjadikan partai politik bukan objek judicial review. Keputusan Menteri 

hukum dan hak asasi manusia yang dikeluarkan untuk pendirian atau 

pengesahan partai politik sebagai badan hukum menjadikan keputusan 

tersebut merupakan keputusan administrasi pemerintahan sehingga apabila 

partai politik menjadi objek gugatan maka gugatan tersebut dapat 

dilakukan melalui peradilan tata usaha negara.
101

 

Hal tersebut juga dapat kita lihat ketika Mahkamah Agung 

menangani perkara permohonan judicial review anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga Partai Demokrat dengan nomor Perkara 

39P/HUM/2021 yang dimohonkan oleh Muh Isnaini Widodo dan  

beberapa mantan kader partai mereka melawan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Objek sengketanya adalah Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang sudah disahkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 

18 Mei 2020, Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan 

Perubahan AD ART. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa, pertama, permohonan tidak dapat diterima dengan 

pertimbangan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai 
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bukan sebagai norma hukum yang mengikat. Kedua, partai politik bukan 

merupakan lembaga negara, badan bahkan bukan pula lembaga yang 

dibentuk oleh peraturan perundang-undangan ataupun bukan lembaga 

yang dibentuk atas perintah atau amanat undang-undang. Ketiga, tidak 

adanya delegasi undang-undang yang memberikan perintah kepada partai 

politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Alasan Majelis 

Hakim tidak menerima judicial review karena MA tidak berwenang 

memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan, karena AD/ART 

tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP.
102

 

Partai politik pun dapat dikatakan sebagai badan hukum publik jika 

dilihat dari sistem pembentukannya yang dilakukan melalui perkumpulan 

orang yang memiliki visi yang sama dan tujuan yang sama dalam 

organisasi. Jimly Asshiddiqie mengemukakan, bahwa lembaga negara 

yang menyandang status sebagai badan hukum publik itu sendiri tetap 

dapat bertindak di lapangan selayaknya badan hukum privat yang 

menyewa rumah atau membeli alat kantor dan lain sebagainya. Transaksi 

yang dilakukan dilapangan oleh badan hukum publik tidak lantas 

menjadikannya sebagai badan hukum privat, tetapi sebaliknya jika badan 

hukum privat berupa persero atau koperasi bisa saja terlibat dalam 

melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas dilapangan hukum publik, 

misalnya melakukan pelanggaran di bidang hukum administrasi negara. 

                                                             
102

 Andi Saputra, “Tok! MA Tolak Gugatan Yusril Soal AD/ART Partai Demokrat Era 

AHY”, dalam https://news.detik.com/berita/d-5804167/tok-ma-tolak-gugatan-yusril-soal-adart-

partai-demokrat-era-ahy akses tanggal 22 desember 2021 pukul 15.43 WIB 

80 

https://news.detik.com/berita/d-5804167/tok-ma-tolak-gugatan-yusril-soal-adart-partai-demokrat-era-ahy
https://news.detik.com/berita/d-5804167/tok-ma-tolak-gugatan-yusril-soal-adart-partai-demokrat-era-ahy


 

 

Partai politik pun dapat melakukan Tindakan yang menjadikan partai 

politik tersebut dapat dipailitkan seperti meminjam uang di bank sehingga 

tidak dapat menutupi hutang tersebut pada bank.
103

  

Ketika partai politik tersebut telah menjadi badan hukum maka ia 

juga merupakan subjek hukum yang mendapatkan persetujuan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 

memenuhi persyaratan seperti: a) akta notaris pendirian partai politik; b) 

nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar 

yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; c) kepengurusan pada setiap 

provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah 

kabupaten/kota yang bersangkutan; d) kantor tetap pada tingkatan pusat, 

provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; e) 

rekening atas nama partai politik yang bersangkutan.
104

  

Partai politik sebagai badan hukum ada karena diwujudkan melalui 

sebuah proses hukum atau yang disebut dengan created by legal process 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
105

 Teori 

kenyataan yuridis memahami bahwa keberadaan dan kapasitas dari suatu 

badan hukum, yang juga merupakan subjek hukum yang tercipta 

berdasarkan hukum, yang ketentuan hukumnya menyatakan bahwa badan 
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hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dapat melakukan suatu 

perbuatan juga memiliki hak dan kewajiban kepada badan hukum, 

sehingga badan hukum menjadi person standi in judicio atau subjek 

hukum mandiri.  

Partai politik memiliki beberapa peranan yaitu dalam pendidikan 

politik; sumber rekrutmen calon pemimpin bangsa untuk mengisi beberapa 

posisi dalam kehidupan bernegara; dapat menjadi lembaga yang mewakili 

suara rakyat; dapat juga menjadi jembatan penghubung bagi pemerintah 

dan masyarakat
106

. 

Tanggung jawab partai politik adalah sebagai badan atau sarana 

yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik 

merupakan suatu proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan 

berbangsa maupun bernegara. Dalam melakukan pendidikan politik ini, 

partai politik dituntut untuk memperhatikan bukan hanya keadilan semata, 

tetapi kesetaraan gender juga. Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan 

kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

adanya partisipasi politik yang inisiatif, serta kemandirian dan kedewasaan 

dalam membangun karakter bangsa yang ditujukan untuk memelihara 

persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik ini dilaksanakan dalam 

rangka membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan 

Pancasila. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dapat 
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dilakukan melalui proses kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi 

ataupun seminar dalam sebuah forum pertemuan. Pendidikan politik ini 

tidak hanya berlaku bagi kader partainya saja, tetapi dapat dilakukan juga 

kepada masyarakat umum, karena pada hakekatnya partai politik pun 

mendapatkan bantuan dana dari APBN/APBD yang tujuannya 

diprioritaskan untuk Pendidikan politik. Hal tersebut telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang bisa kita lihat di 

Pasal 34 ayat (3a) yang menyatakan bahwa : 

“Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota Partai 

Politik dan masyarakat.” 

Mengenai Pendidikan politik ini dijabarkan lebih lanjut dipasal 

selanjutnya yaitu di Pasal 34 ayat (3b) yaitu : 

“Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan 

dengan kegiatan: 

1) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara 

yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara 

Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan 
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3) pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan 

berkelanjutan.” 

Selain itu partai politik juga merupakan sarana partisipasi politik 

dengan tujuan pengembangan kehidupan demokrasi yang menjunjung 

tinggi nilai kebebasan. Sebagai sarana partisipasi politik, partai politik 

diharapkan mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang 

termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang mana dalam pembukaan tersebut menjunjung 

tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia. Tanggung jawab 

yang diberikan oleh konstitusi ini merupakan aspek penting dalam tatanan 

negara demokrasi, yang juga menjadi ciri khas adanya modernisasi politik. 

Partisipasi memberikan pengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap 

jalannya sebuah pemerintahan, sebab partisipasi politik memiliki kaitan 

yang cukup erat dengan negara demokrasi. Kita bisa ambil dalam sebuah 

pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan dapat dipandang sebagai 

suatu sistem control dalam rangka mengontrol pemerintahan yang 

dilakukan oleh masyarakatnya.  

Partai politik sebagai badan atau lembaga yang mewakili suara 

rakyat. Dalam hal ini partai politik merupakan alat politik dari seluruh 

lapisan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, juga mengkader para 

calon pemimpin negara serta menjadi jembatan penghubung kekuatan dan 

ideologi sosial dan lembaga pemerintahan yang mengaiktakn dengan aksi 
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politik didalam masyarakat. Sebagai Lembaga yang menjadi wadah atau 

jembatan untuk komunikasi politik dari pemerintah ke masyarakat ataupun 

dari masyarakat ke pemerintahan. Penyampaian informasi tidak hanya 

sebatas aspirasi saja tetapi juga dari pemerintahan yang berkaitan dengan 

regulasi yang dibuat, keputusan-keputusan ataupun kebijaksanaan yang 

diambil oleh pemerintahan.  

 

B. Konsep Ideal Partai Politik Sebagai Badan Hukum 

Salah satu ciri dari perumusan norma hukum yang baik adalah 

norma yang jelas, tidak multi-interpretatif dan tidak bermakna kabur
107

. 

Hal tersebut akan menyebabkan tujuan yang tidak tercapai dari sebuah 

peraturan yaitu dalam rangka memberikan atau menjamin kepastian 

hukum.
108

 Sedangkan, kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat 

yang sangat fundamental. Ketika kepastian hukum tidak terjadi, maka hal 

ini akan menyebabkan gagalnya tercapai tujuan hukum berikutnya 

yaituterwujudnya keadilan, karena harapan tatanan yang adil dapat 

terpenuhi apabila ada kepastian hukum
109

. Sehingga, peraturan yang tidak 

memiliki kepastian akan berakibat tidak memberikan keadilan dan pasti 

tidak akan memenuhi tujuan yang ketiga yaitu memberikan nilai manfaat 

kepada masyarakat. Partai politik dalam statusnya sebagai badan hukum 
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memiliki dua status yaitu sebagai badan hukum publik dan badan hukum 

privat, dilihat dari pendiriannya partai politik termasuk sebagi badan 

hukum privat sedangkan dalam undang-undang partai politik, partai politik 

diberlakukan sebagai badan hukum publik dengan begitu ada tidak 

kesesuaian antara undang-undang yang mengatur badan hukum dengan 

Undang-Undang Partai politik. Undang-Undang yang saling bertentangan 

dapat dilihat dari pasal tentang proses pembubaran dan penyelesaian partai 

politik dengan badan hukum lainnya.  

Proses pembubaran Perseroan Terbatas dalam Pasal 142 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah: 
110

 

a) Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;  

b) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam 

anggaran dasar telah berakhir; 

c) Berdasarkan penetapan pengadilan; 

d) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan 

pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya 

kepailitan; 

e) Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit 

berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang; 

f) perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Proses Likuidasi Perseroan Terbatas dilaksanakan meliputi hal-hal 

tersebut:
111

 

a) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang 

perseroan; 
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b) pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara republik 

Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil 

likuidasi; 

c) pembayaran kepada kreditor; 

d) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang 

saham; dan 

e) tidakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 

pemberesan kekayaan. Yang dimaksud dengan tindakan lain 

yang perlu dilakukan dalam pemberasan kekayaan yaitu 

adalah mengajukan permohonan pailit karena utang 

perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, hali 

tertera dalam Penjelasan Pasal 149 ayat 1 huruf b Undang-

Undang Perseroan Terbatas. 

 

Proses pembubaran Koperasi dalam Pasal 102 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Alasan tersebut berupa:
112

 

a. Keputusan rapat anggota 

b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan atau  

c. Keputusan Menteri. 

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Perkoperasian Menteri dapat 

membubarkan koperasi apabila: 
113

 

1) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap ; dan/atau 

2) Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan 

usahanya selama 2 tahun berturut-turut. 

Pasal 106 menentukan untuk proses penyelesaian harus dibentuk tim 

penyelesai, tim penyelesai untuk penyelesaian dalam hal pembubaran 
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karena rapat anggota dan berakhirnya jangka waktu berdirinya koperasi 

ditunjuk oleh rapat anggota sedangkan tim penyelesai untuk penyelasaian 

karena berdasarkan keputusan pemerintah ditunjuk oleh Menteri. Selama 

proses penyelesain koperasi tetap ada dengan status “koperasi dalam 

penyelesain”. Dan koperasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan 

hukum kecuali yang berkaitan dengan proses penyelesaian. 

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi tetapi koperasi tidak mampu 

melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, maka anggota hanya 

menanggung sebatas setoran pokok, sertifikat modal koperasi dan/atau 

Modal Penyertaan yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 

Undang-Undang Perkoperasian.  

Koperasi yang dibubarkan berdasarkan keputusan pemerintah, jika 

ditemukannya tiga alasan yaitu: 1) adanya bukti bahwa koperasi sudah 

tidak lagi memenuhi ketentuan perundang-undangan; 2) kegiatan yang 

dilakukan oleh koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau 

norma kesusilaan; dan 3) harapan untuk kelangsungan hidup koperasi 

sudah tidak ada. Koperasi yang bertentangan dengan ketertiban umum 

dan/atau kesusilaan dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan negeri, 

sedangkan untuk pembubaran karena koperasi tidak dapat diharapkan lagi 

kelangsungan hidupnya antara lain karena dinyatakan pailit.
114
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Menurut Pasal 62 Undang-Undang Yayasan, Yayasan bubar 

karena:
115

 

1) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; 

2) Tujuan yayasan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar 

telah tercapai atau tidak tercapai; 

3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

berdasarkan alasan; 

a) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 

b) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan 

pailit; 

c) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi 

utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. 

 

Pasal 63 Undang-Undang Yayasan menyatakan dalam hal yayasan 

bubar karena jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir atau tujuan 

yayasan telah tercapai atau tidak tercapai, maka pembina yang menunjuk 

likuidator untuk membereskan harta kekayaan. Pengurus akan bertindak 

sebagai likuidator apabila tidak ditunjuk likuidator. Yayasan tidak dapat 

melakukan perbuatan hukum kecuali untuk mebereskan kekayaanya dalam 

proses likuidasi. Semua surat keluar harus dicantumkan frasa “dalam 

likuidasi” dibelakang nama Yayasan. 

Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka 

pengadilan yang menunjuk likuidator sedangkan dalam hal pembubaran 

Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang 
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kepailitan. Hal ini sebagai mana ketentuan Pasal 64 Undang-Undang 

Yayasan. 

Menurut Pasal 65 Undang-undang Yayasan, Likuidator atau kurator 

yang ditunjuk, wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses 

likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Pasal 66 

Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa likuidator atau kurator wajib 

mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa 

indonesia dalam jangka waktu paling lam tiga puluh hari terhitung dari 

berakhirnya proses likuidasi.  

Pasal 67 Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa Likuidator 

atau kurator wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina 

dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah proses likuidasi berakhir. 

Apabila tidak dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan dan 

pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan 

tidak berlaku bagi pihak ketiga.  

Sisa kekayaan Yayasan dari hasil proses likuidasi diserahkan Yayasan 

lain yang mempunya maksud dengan tujuan Yayasan yang bubar dan 

apabila sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan dengan 

maksud dan tujuan yang sama, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan 

kepada Negara dan penggunaanya sesuai dengan maksud dan tujuan 

Yayasan yang bubar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-

Undang tentang Yayasan. 
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Proses pembubaran dan penyelesaian partai politik dengan badan 

hukum lainnya berbeda karena pembubaran partai politik dapat diadakan 

apabila berdasarkan satu dari tiga alasan yang diatur dalam Pasal 41 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu: 
116

 

1) membubarkan diri atas keputusan sendiri; 

2) menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau 

3) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

 

Partai Politik bubar dengan cara menggabungkan diri dengan Partai 

Politik lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan b. 

Maka dilakukan dengan cara menggabungkan diri membentuk Partai 

Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru, Hal ini belaku 

bagi Partai Politik baru hasil Penggabungan. Sedangkan tidak diwajibkan 

bagi Partai Politik menggabungkan diri dengan menggunakan nama, 

lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik.  

Partai Politik yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi dituntut 

pembubarannya oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 68 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

menyatakan “(1) Pemohon adalah Pemerintah; (2)Pemohon wajib 

menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, 

tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang 
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dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”
117

.   

Dapat dilihat dari Pasal-Pasal dalam undang-undang masing-

masing badan hukum tersebut yang menjelaskan proses Pembubaran dan 

penyelesaian badan-badan hukum di atas baik itu Perseroan Terbatasan, 

Koperasi maupun Yayasan proses pembubarannya  selalu diikuti proses 

likuidasi atau penyelesaiannya dan semua badan hukum tersebut dapat 

dipailitkan oleh pengadilan meskipun dengan berbagai alasan yang 

berbeda. Sedangkan partai politik dalam Undang-Undangnya tidak dapat 

dibubarkan dengan cara dipailitkan dan tidak dijelaskan bagaimana proses 

penyelesainnya yang dimana partai politik merupakan badan hukum yang 

didirikan melalui proses yang sama dengan badan-badan hukum lainnya 

dengan melalui akta notaris dan didaftarkan pada Direktorat Jendral 

Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebagai badan hukum yang sah.  

Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi ambang batas partai 

yaitu  Electoral Threshold dan Parliamentary Threshold. Electoral 

Threshold merupakan ambang batas persyaratan minimal yang harus 

diperoleh partai politik untuk mengikuti pemilu periode berikutnya. 

Sedang Parliamentary Threshold merupakan ambang batas persyaratan 
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minimal harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di 

parlemen.
118

 

Threshold, Electoral Threshold, ataupun Parliamentary Threshold 

pada dasarnya sama, yakni ambang batas (syarat) yang harus dilampaui 

oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga 

perwakilan. Biasanya dinyatakan dengan persentase perolehan suara sah 

atau di beberapa daerah bisa dinyatakan dalam bentuk perolehan minimal 

kursi yang dikenal sebagai bilangan pembagi pemilih.
119

 Wujud dari 

Threshold itu berupa persentase minimal perolehan suara di dalam angka 

tertentu. Tetapi, antara negara yang satu dengan yang lain 

mengimplementasikan persentase yang tidak sama, ada yang 0,67% (nol 

koma enam puluh tujuh persen) atau adapula yang 10% (sepuluh persen), 

yang pasti adalah bahwa partai-partai yang gagal memperoleh batasan 

suara minimal itu berarti gagal memperoleh kursi di parlemen. Artinya, 

implikasi dari aturan seperti itu adalah hanya partai-partai yang 

memperoleh suara yang cukup berarti saja yang bisa pemilihan. Pada 

daerah pemilihan berkursi kecil tingkat persaingan sangat tinggi, 

sebaliknya pada daerah pemilihan berkursi besar, tingkat persaingan 

rendah.
120
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Akibat dari diberlakukannya ambang batas partai yaitu Electoral 

Treshold dan Parlementiary Treshold, partai tidak mempunyai perwakilan 

dalam parlemen. Bagi partai politik yang tidak lolos baik ambang batas 

diberikan 3 (tiga) opsi yakni pertama, bergabung dengan partai yang lolos 

Electoral Threshold. Kedua, bergabung dengan sesama partai politik yang 

tidak lolos Electoral Threshold sehingga mencapai ambang batas suara 3% 

(tiga persen) dan memilih nama salah satu partai politik itu. Ketiga, 

mendirikan partai politik baru dengan nama dan lambang yang baru.
121

 

Untuk mengikuti pemilihan umum partai politik harus berubah atau 

bergabung dengan partai politik lainnya untuk dapat memenuhi ambang 

batas tersebut, yang dimana akan terjadi masalah dengan harta kekayaan 

partai dalam segi hukum privatnya. Dalam Undang-Undang Partai Politik 

tidak diatur secara jelas konsekuensi perdata bagi partai politik sebagai 

badan hukum privat. Sebagai badan hukum privat partai politik dapat 

melebur dan dapat menggabungkan diri kepada partai politik lain atau 

partai politik dapat memisahkan diri dengan partai politik sebelumnya.  

Partai politik yang tidak lolos ambang batas partai (electoral 

treshold), ada yang menggabungkan diri dan diambil alih dengan partai 

politik lain, ada yang meleburkan diri bersama partai politik lain sesama 

partai yang tidak lolos ambang batas dan memakai salah satu nama parai 

serta ada juga yang mengganti nama dan lambang partai dengan yang 
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baru. Disaat  partai-partai politik tersebut menghadapi konsekuensi tidak 

lolos ambang batas partai memilih dari ketiga opsi yang disebutkan di atas 

untuk dapat mengikuti pemilihan umum selanjutnya sementara 

penanganan dan penyelesaian dari harta kekayaan yang dimiliki partai-

partai politik tersebut serta pertanggungjawaban sebagai badan hukum 

privat tidak jelas karena tidak diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. 

Sehingga perlu diatur terkait harta kekayaan partai politik dari ketiga opsi 

yang akn dipilih oleh partai politik tersebut.  

Untuk opsi pertama, partai politik tersebut bergabung dengan 

partai yang lolos Electoral Threshold. Konsep tersebut dapat disamakan 

dengan merger dalam Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 4 PP No.4 Tahun 

1994 mendefinisikan penggabungan sebagai perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri 

dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang 

menggabungkan diri menjadi bubar. Muchyar Yara yang menyebutkan 

bahwa penggabungan atau merger adalah penggabungan dua atau lebih 

perusahaan ke dalam satu perusahaan yang melakukan penggabungan. 

Perusahaan atau perusahaan yang menggabungkan diri berakhir 

kedudukannya sebagai badan hukum karena dibubarkan dan dilikuidasi, 

dan yang masih ada adalah perusahaan yang menerima penggabungan.
122

 

Dalam undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 Angka 9 menyebutkan 
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penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 

perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain 

yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasaiva dari perusahaan 

yang menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima 

penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang 

menggabungkan diri berakhir karena hukum.
123

 konsep ini sejalan dengan 

opsi pilihan pertama yang ditawarkan kepada partai politik yang tidak 

lolos electoral threshold untuk dapat mengikuti pemilihan umum.  

Konsep penggabungan ini dalam perseroan yang dapat diterapkan 

untuk opsi pilihan pertama partai politik tersebut adalah:
124

  

a. Pasal 122 ayat (1) UUPT, penggabungan perseroan 

mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri 

berakhir karena hukum. Berakhirnya eksistensi perseroan 

yang digabungkan tersebut menurut Pasal 122 ayat (2) 

UUPT terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. 

Perseroan yang menggabungkan diri menurut ketentuan 

Pasal 122 ayat (3) UUPT berakhir karena hukum terhitung 

sejak tanggal penggabungkan berlaku. 

b. Semua aktiuva dan pasiva perseroan yang menggabungkan 

diri, setelah berakhirnya eksistensi perseroan yang 

digabungkan berdasar ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUPT 

berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal 

penggabungan berlaku. 

c. Para pemegang saha perseroan yang digabungkan karena 

hukum menjadi pemegang saham diperseroan penerima 

penggabungan.
125

 Namun, apabila ada pemegang saham 

yang menolak pelaksanaan penggabungan perseroan, dapat 

diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUPT. 
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Opsi yang kedua, bergabung dengan sesama partai politik yang tidak 

lolos Electoral Threshold sehingga mencapai ambang batas suara 3% (tiga 

persen) dan memilih nama salah satu partai politik itu. Konsep ini dapat 

disamakan dengan konsep konsolidasi dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas. Konsolidasi merupakan peleburan dari dua atau lebih perseroan 

ke dalam suatu perseroan yang baru dibentuk dan status badan hukum 

perseroan-perseroan yang meleburkan diri tersebut berakhir.
126

 Peleburan 

sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih 

untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan perseroan baru yang karena 

hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri 

dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena 

hukum. Meskipun konsep ini tidak seratus persen sama dengan opsi kedua 

untuk partai politik yang tidak lolos dalam electoral threshold tetapi 

konsep ini dapat digunakan untuk opsi ini. Perbedaannya dengan konsep 

peleburan adalah partai politik yang bergabung untuk mencapai ambang 

batas tiga persen harus memilih salah satu nama partai yang bergabung 

sedangkan dalam konsep konsolidasi Perseroan Terbatas harus membuat 

peerseroan baru. 

Konsolidasi perseroan membawa implikasi atau akibat-akibat hukum 

tertentu. Akibat-akibat hukum tersebut adalah:
127
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a. Konsolidasi perseroan mengakibatkan perseroan yang 

meleburkan diri berakhir karena hukum berdasarkan Pasal 

122 ayat (1) UUPT. Eksistensi perseroan yang melebur akan 

tersebut akan berakhir menurut Pasal 122 ayat (2) tanpa 

dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Perseroan yang 

berkonsolidasi tersebut menurut ketentuan Pasal 122 ayat (3) 

UUPT berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal 

konsolidasi berlaku. 

b. Semua asset yaitu aktiva dan pasiva perseroan yang 

berkonsolidasi akan beralih kepada perseroan hasil 

konsolidasi setelah  berakhirnya ekseistensi dari poerseroan 

yang berkonsolidasi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 122 

ayat (3) UUPT.  

c. Para pemegang saham perseroan yang berkonsolidasi karena 

hukum menjadi pemegang saham di perseroan hasil 

konsolidasi. Tetapi jika ada pemegang saham yang menolak 

pelaksanaan konsolidasi perseroan, maka mereka akan 

diberikan kompensai dalam bentuk uang tunai. Hal tersebut 

sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUPT. 

 

Dalam hal Partai Politik terjadi perpecahan sebagaimana yang 

dialami oleh Parta Kebangkitan Bangsa sehingga terjadinya pemisahan. 

Hal ini juga menyenimbulkan masalah terhadadap harta kekayaan yang 

dimiliki oleh partai politik tersebut dari peranannya sebagai badan hukum 

privat. Konsep pemisahan ini dikenal dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPT pemisahan adalah perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang 

mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum 

kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan 

beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.
128

 

Untuk akibat dari perbuatan hukum pemisahan digolongkan 

menjadi dua oleh Pasal 135 ayat (1) UUPT, yakni pemisahan murni dan 
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pemisahan tidak murni. Menurut Pasal 135 ayat (2) UUPT, pemisahan 

murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena 

hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan 

perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. 

kemudian Pasal 135 ayat (3) UUPT, pemisahan tidak murni 

mengakibatkan sebagia aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum 

kepada satu persertoan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan 

perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.
129

 

 Karena tidak dibahas secara rinci dalam Undang-Undang Partai 

Politik bagaimana penyelesaian dan tanggung jawab partai politik 

mengenai harta kekayaan partai politik dari segi hukum privat yang 

dimana partai politik berperan sebagai badan hukum privat. Sedangkan 

partai politik yang pembubarannya hanya dapat dilakukan asal usulan 

Presiden ke Mahkamah Konstitusi apabila ideologi, asa, tujuan serta 

programnya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sementara Partai Politik yang juga 

merupakan badan hukum privat tidak dapat dipailitkan dan tidak ada 

proses penyelesaian (likuidasi) untuk harta kekayaannya seingga perlu 

diatur terkait dengan harta kekayaan partai politik tersebut. 

Maka dari itu konsep ideal dari Partai Politik sebagai badan hukum 

adalah dapat menjalankan peran dari Partai Politik dikeranakan Partai 

politik merupakan badan hukum publik sekaligus badan hukum privat. 
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Partai politik diharapkan dapat menjalani kedua perannya karena menurut 

dari pendiriannya partai politik termasuk badan hukum privat sedangkan 

dalam menjalankan tugasnya partai politik bisa dikatan sebagai badan 

hukum publik. Sehingga ada dua peranan yang diemban oleh partai politik. 

Tetapi dalam Undang-Undang Partai Politik peranan partai politik sebagai 

badan hukum privat tidak diatur secara jelas. Dapat dilihat dalam Pasal 43 

Undang-Undang Partai Politik tentang Proses Pembubaran dan 

Penyelesaiannya tidak diatur secara jelas seperti Proses Pembubaran dan 

Penyelesaian badan hukum lainnya baik itu Perseroan Terbatas, Koperasi 

dan Yayasan. Semua badan hukum tersebut memiliki Proses Pembubaran 

dan penyelesainnya yang diatur jelas di dalam Undang-Undangnya 

masing-masing.  

Konsep ideal dari partai politik sebagai badan hukum dapat 

melakukan hak dan tanggung jawabnya sebagai badan hukum publik 

maupun badan hukum privat. Karena meskipun Partai Politik dalam 

menjalankan tugasnya terikat dengan kewajiban-kewajiban yang bersifat 

publik tapi tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik juga merupakan 

badan hukum privat yang dilihat dari proses pendiriannya. Partai politik 

yang mempunyai peranan sebagai badan hukum privat tidak dapat terpisah 

memiliki sifat mempunyai harta kekayaan sendiri, oleh karena itu proses 

pembubaran dan penyelesaiannya terkait dengan harta kekayaan yang 

dimiliki oleh partai politik.  
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Dengan itu Undang-Undang Partai Politik diharapkan memuat 

peraturan yang dapat memenuhi peranan dari Partai Politik sebagai badan 

hukum publik dan badan hukum privat. Konsep ideal Partai Politik sebagai 

badan hukum yaitu Partai Politik dapat memenuhi kedua peranan tersebut 

dalah hak dan kewajiban baik sebagai badah hukum publik maupun badan 

hukum privat.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan partai polik mempunyai dua peranan, yaitu pertama sebagai 

badan hukum publik dilihat dari peran, tugas dan tanggungjawabnya  dan badan 

hukum privat yang dilihat dari pendirian dan bentuknya karena pendiriannya sama 

dengan badan-badan hukum lainnya serta mempunyai harta kekayaan sendiri. 

Partai politik memiliki kewajiban untuk menjalan kedua peranan tersebut secara 

sama dan dipisah apabila diperlukan untuk bertanggung jawab secara publik maka 

partai politik diharuskan dan memiliki kewajiban tersebut. Apabila saat 

diperlukan pertanggungjawaban sebagai badan hukum privat maka peran tersebut 

harus dijalankan karena partai politik mengeban dua peranan sebagi badan hukum 

publik dan badan hukum privat.  

Kedua, karena adanya perbedaan konsep pembubaran partai politik dengan 

badan hukum privat lainnya  maka ada masalah terkait dengan penangan dan 

penyelesain dari harta kekayaan partai politik. Konsep ideal dari partai politik 

sebagai badan hukum adalah dapat melakukan hak dan tanggung jawabnya 

sebagai badan hukum publik maupun badan hukum privat. Karena meskipun 

Partai Politik dalam menjalankan tugasnya terikat dengan kewajiban-kewajiban 

yang bersifat publik tapi tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik juga 
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merupakan badan hukum privat yang dilihat dari proses pendiriannya. Partai 

politik yang mempunyai peranan sebagai badan hukum privat tidak dapat terpisah 

memiliki sifat mempunyai harta kekayaan sendiri, oleh karena itu proses 

pembubaran dan penyelesaiannya terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki 

oleh partai politik.  

B. Saran 

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas maka ada beberapa hal yang 

dapat diajukan sebagai saran dalam :  

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Undang-Undang Tahun 2008 

tentang Partai Politik untuk segera diubah terkait peranan partai politik 

sebagai badan hukum privat dan yang berbeda dengan badan hukum privat 

lainnya. Sehingga partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban partai 

politik sebagai badan hukum privat. Serta perubahan terkait konsep 

pembubarannya dirubah agar sama dengan badan hukum lainnya dan diatur 

secara rinci terkait proses penyelesaian harta kekayaan partai politik setelah 

dibubarkan seperti pada badan hukum lainnya apabila dibubarkan.  

2. Adanya perubahan baru dari Undang-Undang Partai Politik yang memuat 

Konsep ideal partai politik sebagai badan hukum yaitu Partai Politik dapat 

memenuhi hak dan kewajiban dari kedua peran tersebut  sebagai badan 

hukum publik maupun badan hukum privat.  
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